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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah Nya jua
lah kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita
haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut.
Kajian ini merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan penerimaan cpns bagi
penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel
tahun 2018 yang lalu. Pelaksanaan penerimaan cpns bagi penyandang disabilitas
inipada hakikatnya merupakan sebuah bentuk apresiasi, penghormatan dan
perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan
layak dan kompetensi yang dimilii. Pelaksanaannya tentu saja memerlukan
evaluasi untuk kemajuan dan perbaikan dimasa mendatang, baik dari sisi
perencanaan, penyusunan formasi, persyaratan dan hal-hal terkait lainnya.

Kajian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan penerimaan cpns
bagi penyandang disabilitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel
tahun 2018, kendala dan permasalahan yang terjadi, bagaimana kesesuaiannya
dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas, serta rumusan strategi yang mungkin dilakukan pemerintah untuk
menjawab tantangan yang ada dan dimasa mendatang. Laporan kajian ini masih
memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun
sangat diperlukan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Tim peneliti mengucapkan terimakasih atas kepada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalsel, narasumber dari Badan Kepegawaian
Daerah dan Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Kalsel, seluruh komunitas
penyandang disabilitas yang terlibat, Universitas Achmad Yani Kalsel dan
Universitas Lambung Mangkurat, serta berbagai pihak yang telah membantu
terlaksananya penelitian ini. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat
bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 03 Juli 2019

Tim Peneliti
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INTISARI

Polaksanaan  penetimaan  CPNS  bagl penyandang  disabilitas  oleh
Pemorintah Provingl Kalimantan Selatan merupakan salah satu peraujudan dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-
Undang tersebut merubah paradigma yang menjadikan penyandang disabilitas
sebagal manusta yang bormartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga
nogara lainnya, diantaranya hak mendapatkan pekerjaan yang layak, Kebijakan
alimasl  tolah  diborikan  kepada  penyandang  disabilitas, tetapi  dalam
polaksanaannya masih ada penyandang disabilitas yang merasakan diskriminasi.
Kondisi tersebut melatarbelakangi perlunya untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan
penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk - menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang
disabilitas  dan  kesesualannya dengan kebijakan yang telah ada, serta
merumuskan strateg! kebijakan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandnag
disabilitas pada kesempatan berikutnya,

Gambaran pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 pada umumnya
lerlaksana dengan baik, hanya saja terdapat permasalahan penerimaan CPNS
bagi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Terdapat beberapa strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang
disabilitas, yaitu : 1) Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2) Membangun konsep positif
terhadap penyandang disabilitas, 3) Memberi kesempatan/peluang yang lebih
besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi cpns, 4) Menyusun formasi
penyandang disabilitas berdusarkan kebutuhan daerah dan penyandang
disabilitas, 5) Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan
cpns bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang
disabilitas dan pihak terkait, 6) Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang
disabilitas.

Kata Kunci : Evaluasi, Penerimaan CPNS, Penyandang Disabilitas

viii
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ABSTRACT

The recruitment of civil servant for persons with disabilities by the Provincial
Government of South Kalimantan is one of the manifestations of Law No. 8 0f 2016
concerning Persons with Disabilities. The law changes the paradigm that makes
persons with disabilities as dignified humans who have the same rights as other
citizens, including the right to decent work Affirmation policies have been given to
persons with disabilities, but in practice there are still people with disabilities who
feel discrimination. This condition needs to be evaluated. The purpose of this study
are to describe the implementation of civil servant recruitment for persons with
disabilities and its compliance with existing poiicies, and also to formulate a policy
strategy for the next recruitment.

The implementation of civil servant recruitment in 2018 is generally carried
out well, except that there are problems with the recruitment of CPNS for persons
with disabilities that are not fully in accordance with the policy of respecting,
protecting and fulfilling the rights of persons with disabilities. There are sevt_eral
strategies for implementing civil servant recruitment for persons with disabil_itles,
there are : 1) Conducting equal perceptions between central government, regional
government and other related parties, 2) Building positive concepts for persons
with disabilities, 3) Providing greater opportunities for persons with disabilities to
become civil servant, 4) Arrange the formaiion of persons with disabilities based
on regional needs and persons with disabilities, 5) Conduct planning of
implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities by involving
the community of persons with disabilities and related parties, 6) Optimizing
services for persons with disabilities.

Keywords: Evaluation, Acceptance of CPNS, Persons with Disabilities
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia sehingga perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia
terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus diperhatikan
(Kustawan, 2013). Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara
Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak
dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu,
peningkatan peran serta penghormatan, perfindungan, dan pemenuhan hak dan
kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan
hal yang sangat urgen dan strategis.

Penyandang disabilitas ditinjau dari optik sosio kultural pada hakekatnya
adalah makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga berpeluang untuk
berkontribusi dan berperan secara optiinai daiam segala aspek kehidupan
berbangsa, bermegara dan bermasyakat. Bahkan penyandang disabilitas
mempunyai potensi besar untuk menjadi change of social agent bagi
pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir
prestasi gemilang secara multidisipliner pada tingkat lokal, regional, nasional,
hingga internasional. Penyandang disabilitas di Indonesia merupakan kelompok
minoritas. Mereka adalah masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat, padahal populasi penyandang disabilitas
cukup tinggi. Menurut WHO jumiah penyandang disabilitas setiap negara

mencapai 15%. Jika penduduk Indonesia mencapai 250 juta;. maka populasi
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penyandang disabilitas akan mencapai sekitar 36 juta lebih. Sedangkan menurut
hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) jumlah penyandang disabilitas
hanya sekitar 2 juta lebih. Kedua data tersebut bertentangan dan sangat jauh
sekall jaraknya, Perbedaan tersebut terjedi dikarenakan WHO menggunakan
Magifikasi berdasar ICF (Intemational Clasification of Function), sedangkan
SUSENAS menggunakan Klasifikasi medis. Inilah yang menyebabkan data
penyandang disabilitas selalu tidak sama, demikian pula di tingkat daerah
(Invanto dan Thohari, 2016). Jumlah penyandang disabilitas diperkirakan akan
tetus bertambah mengingat Indonesia merupakan negara yang berada dalam
deretan ring fire gunung berapi, dimana setiap kali sangat riskan untuk terjadi
bencana seperti tsunami, gempa bumi maupun gunung meletus.

Ditinjau dari aspek mana pun, penyandang disabilitas tetap merupakan
insan yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi
kemajuan diri dan lingkungannya. Bukan hanya itu, apabila tersedia kesempatan
ruang dan persepsi yang kondusif, maka unsur disabilitas tidak akan pernah
menjadi faktor penghalang atau perintang baginya untuk mengukir dan
mempersembaiikan prestasi spektakuler melebihi kemampuan normal. Sudah
cukup banyak bukti yang menunjukkan tokoh penyandang disabilitas sebagai
pioner penting peradaban. Beberapa diantaranya, yaitu penemu listrik Thomas
Alfa Edison yang merupakan seorang disabilitas rungu, komposer legendaris
dunia Ludwig Van Beethoven juga adalah seorang disabilitas rungu. Demikian
pula Stephen Hawkins yang dinobatkan sebagai manusia tercerdas dalam ilmu
geofisika di abad ini adalah merupakan seorang paraplegia yang tidak terhalang
mengungkap sejarah fenomena alam semesta walau hanya duduk di atas kursi
roda. Albert Einstain yang disebut maestro fisika modern adalah seorang

penyandang disabilitas mental. Begitu juga Hellen Keller yang lahir dalam
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keadaan bisu, tuli dan buta tumbuh menjadi anak yang cerdas juga berkat

B

dukungan penuh orangtuanya (Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas).

Memasuki abad ke-21, gerakan universalisme hak penyandang disabilitas
terus menguat vang ditandai dengan lahimya konvensi tentang hak-hak
penyandang disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilites -
CRPD) No. 61/106 tertanggal 13 Desember 2006. Pasca tiga bulan diadopsi oleh

5 Majelis Umum PBB, Pemerintah Republik Indonesia melalui menteri sosial

| menandatangani naskah CRPD pada 30 Maret 2007 di markas PBB New York
USA. Langkah tersebut berhasil membuka lembaran baru upaya penghormatan,
periindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.
Momentum itu telah menjadi inspirasi berbagai stakeholders khususnya
komunitas penyandang disabilitas melakukan serangkaian upaya pendekatan
demi mengakselerasi ratifikasi CRPD, termasuk sosialiasi pada berbagai elemen
bangsa dan negara. Kerja keras tersebut akhimya membuahkan hasil dengan
pengesahan CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 (LN RI 2011 No. 107; TLNRI
2011 No. 5251). Dengan demikian maka Indonesia menjadi bagian dari
masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil
segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang
tercantum dalam konvensi.

Kemitman Indonesia dalam perlindungan pada penyandang disabilitas
telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk
menghasilkan undang-undang yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi
upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala bidang
secara menyeluruh dan terintegrasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Selanjutnya disebut Undang-

'Undang Penyandang Disabilitas). Pengesahan Undang-Undang ini merubah
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paradigma tentang Penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas

ditempatkan sebagai subjek, yaitu manusia yang bermartabat yang meniliki hak
yang sama dengan warga negara lainnya.

Setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan

kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat,
mendapatkan jaminan penghormatan, perfindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas
yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain
itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi
penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala
tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas,
salah satunya, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan
teori batas bawah yang diterangkan Sjachran Basrah (1992), pengaturan tentang
hak mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dapat dianggap menjadi bentuk
ekslusifitas dari ranah hak asasi manusia yang harus dilindungi di Indonesia. Hal
tersebut dikarenakan para penyandang disabilitas rawan atau rentan akan
perlakuan diskriminatif, maka kebijakan afirasi sangatlah diperlukan. Kondisi
diskriminasi menjadikan sebagian besar keluarga penyandang disabilitas berada
di bawah garis kemiskinan. Menurut Harper (2009), bahwa sekitar 20% orang-
orang termiskin di dunia adalah peny2ndang disabilitas. Sebesar 98% anak- anak
penyandang disabilitas di negara sedang berkembang tidak bersekolzh, 30%
anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas, dan tingkat melek
huruf penyandang disabilitas dewasa hanya 3%. Dalam konteks Indonesia, survei
departemen sosial di 24 Provinsi menyebutkan tingkat pendidikan kaum

disabilitas pada umumnya tidak sekolah atau tidak tamat SD sekitar 60%, dan
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hampir mayoritas 89% dari mereka tidak memiliki keterampilan yang
dibutuhkan di dunia kerja (Hidayah, 2015).

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan
terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan
tersebut meliputi: (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat; (2) UU
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (3) UU No. 19 Tahun 2011 tentang
Ratifikasi UNCRPD, dan (4) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan agar penyandang
disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak untuk penghidupannya.
Salah satu bentuk kebijakan afirmasi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan
dirumuskannya norma hukum Pasal 53 Undang-undang Penyandang Disabilitas,

yakni:

‘Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua
persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan
perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen)
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”

Ketentuan Pasal 53 tersebut juga diakomodir dalam Pasal 28 Perda
Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yakni:

‘Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib
memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas
dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta wajib
mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang
disabilitas dan jumlah pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang”.

Secara normatif, penyandang disabilitas memiliki peluang untuk dapat
mengabdi kepada bangsa dan Negara. Salah satunya, yaitu dengan menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena setiap warga negara Indonesia mempunyai
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi

persyaratan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 5 Tahun
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2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Persyaratan yang dimaksud di
sini telah diatur dalam Pasal 65 Uy ASN, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) yang diangkat menjadi PNS harus Iulus pendidikan dan pelatihan serta
sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas
akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini bertujuan

untuk memaksimalkan kinerja penyandang disabilitas yang sudah diterima
menjadi PNS.
Selanjutnya pemenuhan kuota 2% penyandang disabilitas dari jumlah
pegawai atau pekerja dalam penerimaan CPNS diatur dalam Peraturan Menteri
'Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permen PAN-
RB) No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan
Seleksi CPNS Tahun 2018. Aturan tercantum di dalamnya antara lain, yaitu 1)
Instansi  wajib mengalokasikan penetapan kebutuhan (formasi) jabatan,
persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta
penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan
jabatan; 2) Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas
untuk instansi pusat paling sedikit 2% dari total formasi dengan jabatan
disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi; 3) Jumlah jabatan
yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling
sedikit 1% dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-
masing instansi; 4) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan
kebutuhan (formasi) khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar pada
penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan
kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang
sama; 5) Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat
keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya; 6) Calon

pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 18 (delapan
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3
luna netra diberikan tambahan wakty Selersi Kompetensi Dasar sampai Gengan
120 (seratus dua puluh) menit; 9) Panitia instansi wajio melakuican verfiast
persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memzstican
kesesuaian formasi dengan tingkatfjenis disabilitas yang disandang.

Meskipun telah terdapat peraturan kebijakan yang mengharuskan
pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama terhadap penyandang
disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih belum berjalan dengzn baiv
Terdapat beragam permasalahan di daerah terkait penerimaan CPNS pada tafiun
2018. Penerimaan CPNS tahun 2018 belum siap dalam hal SDM, aksesibilitas,
dan infrastruktur, SDM yang dimaksud, yaitu relawan atau pembaca soal yang
ditugaskan untuk membantu para peserta pada saat tes kurang berpengzalaman,
sehingga penyadang disabilitas mengalami kesulitan dalam melakukan tes
tersebut. Infrastruktur pada saat penyelenggaraan tes CPNS belum ramah difabel.
Selain kendala relawan dan infrastruktur, jenis soal yang diberikan juga menjadi
kendala.

Kalimantan Selatan adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang saat
ini memiliki peraturan daerah (Perda) yang sudah menyesuaikan perkembangan
nenaaturan penghormataan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang
gisabilitas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang penyandang
disabilitas. Peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini merupakan perda pengganti dari perda
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No. 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas,

Populasi penyandang disabiltas i Provinsi Kalimantan Selatan

jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data BPS Prov Kalimantan Selatan tahun
2018, jumlah Penyandang disabilitas sebanyak 13,681 jiwa. Kabupaten Tanah
Laut merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penyandang disabilitas
tertinggi yakni 3,049 jiwa. Sedangkan Kabupaten Barito Kuala merupakan
kabupaten yang memiiki jumlah penyandang disabilitas terendah yakni 23 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

—e

No

Kabupateni/Kota Jumiah
1 Tanah Laut 3,049
2 Kota Baru 180
3 Banjar 1,397
4 Barito Kuala 23
S Tapin 1,172
6 HSS 1,116
7 HST 1,912
8 HSU 590
9 Tabalong 1,663
10 Tanah Bumbu 671
11 Balangan 30
12 Banjarmasin 2,117
13 Banjarbaru 261

© Kalsel| 13,581

Sumber: Prov. Kalsel Dalam Angka 2018

Pemerintah Kalimantan Selatan, walaupun menetapkan harus

menyediakan formasi disabilitas untuk penerimaan CPNS 2018 namun pada

pelaksanaannya, penerimaan CPNS untuk disabilitas tetap. dibatasi. Seperti
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an ; , _
vang diatlami oleh 2 (dua) orang penyandang disabilitas nels, kersna disabilitas
"I‘ - p
yang dialaminya mereka tertolak mengikui 1es GPNE. Kondis kedui penyandang
disabilits g ) ;

Mitas notra tormobut masuk dalam kategorl fow vision, meskipun kedua

elamary .
| At tersobut dapat momenui parsaymataan fjuzah 61 Pendidikan Lusr

Blasa, akan totap! tidak bisa ikut serta mendsfiar padn formasl tenaga pandidik
Sekolah Luar Biasa, karena formasi tersebul hanya untuk pelamar umurm atau
pelamar non-disabllitas, Panitin Penorimaan CPNS juga tidak mau bersedia
membacakan soal tes, dikarenakan tidak ada petunjuk khusus untuk mengatasi
persoalan torsebut serta dikhawatirkan akan mengganggu peserta tes yang lain
(Banjarmasin Post, 20 Oktobor 2018),

Kondisi yang berbeda terjadi di daerah lain, dimana peserta tes CPNS
penyandang disabilitas netra atau low vision diberikan bantuan dalam membaca
soal tes, yaitu pendamping yang berpengalaman. Tidak seragamnya prosedur
perlakuan terhadap pelamar CPNS yang berpotensi untuk menduduki salah satu
formasi, menggambarkan penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi
dalam penerimaan tes CPNS. Pemerintah daerah yang melaksanakan
penerimaan CPNS diharapakan dapat mengakomodir penyandang disabilitas
yang melamar, sepanjang persyaratan adminstratifnya terpenuhi dan tidak
menghalangi dalam berkerja. Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan
yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi tes CPNS
dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, diantaranya
menyediakan soal tes dalam huruf braile. Sepanjang persyaratan formasi yang
disediakan dipenuhi oleh mereka.

Berkaitan hal tersebut Pasal 27 Undang-undang Penyandang Disabilitas
mengamanatkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan,
penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan,

perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas”. Frase “evaluasi’
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tentunya juga mencakup pada evaluasi terhadap kebijakan penerimaan CPNS
di daerah agar sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons
With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabiltas) dan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian
tentang “Kajian Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas
Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian ini sangat penting
untuk dilakukan, karena secara filosofis, sosiologis, dan yuridis hasil penelitian
ini diharapkan mampu memberikan konsep kebijakan yang ideal sesuai prinsip
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
dalam konteks penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas di Kalimantan
Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan?

2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang
disabilitas dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas?

3. Bagaimana sirategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang
disabilitas agar sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, da::

pemenuhan hak penyandang disabilitas?
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagal berikut

1. Menganalisis pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas
vang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang
disabilitas dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas

3. Merumuskan strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang
disabilitas.agar sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlirdungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tersediaanya data dan informasi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi
penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan.

2. Bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan
CPNS bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebijakan penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang
pengesahan Convention =~ On The Rights Of Persons  With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-
Undang Na 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraiuiran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018 tentang Perlindungan

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Penyandang Disabilitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan
orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas
merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa
Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.
Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki
keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat
menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif
berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi penyandang disabilitas adalah
setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berbartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini
berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing
yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang
secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas (Saharuddin Daming, 2011) :
a. Disabilitas mental. Kelainan mental ini terdiri dari :
1. Mental tinggi; sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana
selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki

kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
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2. Mental rendah; kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual//Q
(Intelligonce Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok,
yaitu anak lamban belajar (slow learnes) yang memiliki 1Q (Intelligence
Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki /Q (Intelligence
Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

3. Berkesulitan belajar spesifik; berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi
belajar (achievment) yang diperoleh.

b. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Kelainan tubuh (tuna daksa) : individu yang memiliki gangguan gerak yang
disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat
bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan
lumpuh.

2. Kelainan indera penglihatan (tuna netra) : individu yang memiliki hambatan
dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan
yaitu: buta total (blind) dan low vision.

3. Kelainan pendengaran (tuna rungu) : individu yang memiliki hambatan dalam
pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki

hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam
berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara.

4. Kelainan bicara (tuna wicara) : seseorang yang mengalami kesulitan dalam
mmengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak
dapat dimengerti cleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh
orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan
disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan
adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada

organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
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¢. Tunaganda (disabilitas ganda : penderita cacat lebih dari satu kecacatan
(yaitu cacat fisik dan mental).

Dalam perkembangannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabiitas membagi jenis/ragam disabilitas menjadi 5 (ima)
jenisiragam, yakni sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain
amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke,
akibat kusta, dan orang kecil.

. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena
tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas
grahita dan down syndrom:.

. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan
perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,
anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang
berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan
hiperaktif.

. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari
panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas
wicara.

. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang
mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-

wicara dan disabilitas netra-tuli.

Pasal 2 Undang-Undang Penyandang Disabilitas megatur bahwa pelaksanaan

dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

a) penghormatan terhadap martabat;

b) otonomi individu;

c) tanpa diskriminasi;
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d) partisipasi penuh;

e) keragaman manusia dan kemanusiaan;

f) kesamaan kesempatan;

g) kesetaraan;

h) aksesibilitas;

i) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

i) inklusif; dan

k) perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan (Pasal 3):

a) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak
asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh
dan setara,

b) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan
hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;

c) mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas,
adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

d) melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi,
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi
manusia; dan

e) memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta
mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang
dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal,
aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa,

bernegara, dan bermasyarakat.
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2.2 Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa
dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai
karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan
mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi. Secara universal,
masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak
yang menjadi miliknya sejak keberadaanya sebagai manusia diakui, sekalipun
manusia itu belum dilahirkan kedunia ini (Saharudin Daming, 2012).

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak
pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat
fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (conditio sine
qua non), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati dan
dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya
(Saharudin Daming, 2012).

Di dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, hak merupakan sesuatu
yang melekat pada hukum, artinya hak itu diatur oleh hukum. Hukum dan hak asasi
manusia merupzkan satu kesatuan yang sulit dipisahkan keduanya seperti dua sisi
dalam satu mata uang. Apabila suatulbangunan hukum dibangun tanpa hak asasi
manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan
nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi
penguasa untuk meianggengkan kekuasaannya {abuse of power). Sebaliknya
apabila hok asasi manusia dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen
hukum yang jelas, maka hak asasi manusia tersebut hanya akan menjadi
bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum harus
berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau too/ memperhiatikan
penghormatan terhadap prinsip- prinsip dalam hak asasi manusia (Saharudin

Daming, 2012).
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Prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang knas da
negara hukum. Ada beberapa pendapat para ahli yang relevan dengan persoalan
HAM, antara lain, yaitu Jhon Locke dan Jeremy Bentham. Menurut Jhon Locke
manusia sejak lahir memiliki kebebasan penuh dan sempuma. Manusia bebas
untuk bertindak dengan tidak terikat oleh sesuatu apapun. Keadaan manusia
adalah keadaan yang sepenuhnya bebas mengatur tindakan yang dianggap
pantas bagi dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada kehendak atau kemauarn
orang lain. Jhon Locke beragumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam
hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan mili
mereka sendiri dan tidak dapat di pindahkan atau dicabut oleh negara.

Berdasarkan pada pandangan di atas, jelas bahwa kebebasan bukanlah
pemberian negara melainkan merupakan anugerah Tuhan. Substansi utama dari
hukum alam adalah bahwa manusia mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk
mengusahakan apa yang pantas bagi dirinya dalam rangka menunjang
kebahagiaan hidupnya. Maksud kebahagiaan hidup itu sendirilah yang menjadi
tujuan manusia. Pemikiran terhadap hak asasi manusia juga dikemukakan oleh
Jeremy Bentham. Bentham kemudian pemimpin serangan untuk mengkritik hak-
hak alami yang dinilainya sébagai omong kosong, kabur dan bahkan abstrak.
Menurutnya dorongan terhadap deklarasi, pada dasar logika, sebab menurutnya
semua hak termasuk hak-hak atas kebebasan, haruslah dibatasi hukum
(Sahaiudin Daming, 2013).

Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia diatur pada
Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni
sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Penyandang “isabilitas memiliki hak:

a. hidup;

17

Dipindai dengan CamScanner



@)

b. bebas dari stigma;

C. privasi:

d. keadilan dan perlindungan hukum:;

€. pendidikan;

f.  pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

9. kesehatan;

h. politik;

i. keagamaan:

J.  keolahragaan;

K. kebudayaan dan pariwisata:

I.  kesejahteraan sosial:

m. aksesibilitas;

n. pelayanan Publik:

o. perlindungan dari bencana;

p. habilitasi dan rehabilitasi:

g. konsesi;

r. pendataan;

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan
eksploitasi.

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis:; dan
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d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk

kekerasan dan eksploitasi seksual
(3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

anak penyandang disabilitas memiliki hak:

a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran,
pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga
pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

C. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

e. pemenuhan kebutuhan khusus;

f.  perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial
dan pengembangan individu; dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.

2.3 Aksesibilitas dan Dukungan serta Penyesuaian yang Sewajarnya
(Reasonable Accomodation) bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 9 dari UNCRPD) menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan hal
penting dalam memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki disabilitas
untuk dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh-dalam kehidupan.
Aksesibilitas sangatlah berhubungan dengan berbagai hal :

« Aksesibilitas fisik - bangunan, transporiasi, dan lain-lain. Akses ke
sarana pendidikan, ckses masuk ke pengadilan, akses masuk ke
rumah sakit dan akses ke tempat kerjc merupakan hal peniing bagi
seseorang sehingga bisa menikmati hak asasi manusianya. Ini
termasuk di dalamnya : ramp (selain atau sebagai tambahan dari

tangga).
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* Aksesibilitas informasi dan komunikasi - aksesibiitas pada dunia
maya sangatlah penting melihat begitu pentingnya internet  dalam
mengakses informasi, namun juga aksesibilitas kepada
dokumentasi (Braille) atau informasi aural (bahasa isyarat).

Undang-Undang Penyandang Disabilitas sendiri memberikan definisi
aksesibilitas sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas
guna mewujudkan kesamaan kesempatan berkaitan dengan dukungan dan
penyesuaian yang sewajarnya menjadi bagian dari prinsip umum non-diskriminasi.
Dukungan dan penyesuaian yang sewajamya harus diberikan bagi para
penyandang disabilitas dan dijabarkan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang
dibutuhkan dan tepat tidak memaksakan beban yang berlebihan atau tidak dapat
dilakukan, dimana dibutuhkan pada kasus tertentu, untuk memastikan
penyandang disabilitas dapat menikmati atau menjalankan kebebasan dan hak
asasi manusia mereka secara setara dengan orang lain. Misalnya, penyesuaian
yang sewajarnya bisa berupa perubahan fisik di tempat kerja, memodifikasi
jadwal  kerja atau  memodifikasi  kebijakan di tempat  kerja.
Penyesuaian yang  sewajarnya tidak  mengharuskan  melakukan

penurunan kinerja atau menghilangkan  fungsi-fungsi penting dan

pekerjaan  seseorang  (http://www.hr.umich.edu/ability/aepd/reasonable.html,

Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2019).

2.4 Kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabitas dalam Dimensi Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
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bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasare

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Unfuk rrewpudran

tujuan tersebut, diperukan usaha yang ditujukan untuk  pemenubian

kesejahteraan dan perfindungan bagi rakyat Indonesia, termasuk dalamnya

untuk penyandang disabilitas. Usaha yang dapat dilakukan antara lain dengan

menyediakan peluang yang sama dan merata kepadz penyandang disabilitas

untuk mengembangkan diri sesuai kemarapuan, bakat, dan minat y2ng
dimilikinya untuk menikmati, berkontribusi, atau berperan secara optimal wajar
dan bermartabat tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat.
Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan penyandang disabilitas
antara lain: Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal
28D ayat (1) dan (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2) dan (3),
Pasal 28| ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2).

b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan
Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai penyandang cacat. Materi
muatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu mengenai hak dan
kewajiban, kesamaan kesempatan, upaya perlindungan, pembinaan dan peran
serta masyarakat, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 menitikberatkan pada adanya hak,
kewajiban, dan peran penvandang cacat sebagai bagian dari warga negara
Indonesia, terutama dalam pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan
Undang-Undang tersebut, pengertian penyandang cacat adalah setiap orang

mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara
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selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, serta cacat
fisik dan mental (Pasal 1 angka 1).
Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 menyatakan 6 (enam) hak yang
diperoleh penyandang cacat meliputi: 1) hak memperoleh pendidikan pada
semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 2) hak memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; 3) hak memperoleh perlakuan
yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasiinya;
4) hak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; 5) rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan 6) hak yang
sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan
sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga
dan masyarakat.
¢) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan
undang-undang yang berisi materi muatan yang bersifat umum, yang mengatur
mengenai hak asasi manusia untuk seluruh warga negara Indonesia. Undang-
Uridang No. 39 Tahun 1999 terdiri atas XI Bab dan 106 Pasal. Undang-Undang
ini merupakan instrumen hukum nasional yang menjaminan penghormatan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara Indonesia,
termasuk juga penyandang cacat. Materi muatan dalam ketentuan Undang-
Undang No. 39 Tahun 1992 yang secara khusus mengatur mengcnai
penyandang cacat adalah Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, dan
Pasal 54.
d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara umum

telah banyak mengatur mengenai perlindungan hak ketenagakerjaan, karena
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tujuan pembentukan undang-undang ini salah satunya untuk menjamin hak-hak
dasar Pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan
dunia usaha. Definisi tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang ini adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat, ketentuan tersebut, tentunya tenaga kerja penyandang cacat

termasuk unsur didalamnya.

e) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan
Hak Sipil dan Politik)
Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang
tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang
mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang
terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang
mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pembukaan kedua Kovenan tersebut
mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk
memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung
jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur
dalam kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya,
dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk
menikmati kebcbasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan
kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang
untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonemi,

sosial dan budayanya.
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f) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur
mengenai penyandang disabilitas terdapat pada bagian kelima (Pelayanan
Khusus) di BAB V tentang Penyelenggaraan Publik, yaitu dalam Pasal 29.

g) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The
Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas)

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diadopsi Majelis Umum PBB pada
tanggal 13 Desember 2006. Konvensi terdiri dari 50 pasal dan Optional
Protocol. Konvensi memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil
secara komprehensif. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menandai
adanya perubahan besar dalam melihat permasalahan kelompok masyarakat
yang mengalami kerusakan atau gangguan fungsional dari fisik, mental atau
intelektual dan termasuk juga mereka yang mengalami gangguan indera atau
sensorik dalam kehidupan sehari-hari yang berinteraksi dengan masyarakat
sekitar dan lingkungannya. Pemahaman penyandang disabilitas merupakan
istilah dan pengertian yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan
istilah dan pengertian penyandang cacat dalam Undang Undang No. 4 Tahun
1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berlaku di Indenesia. Dengan diratifikasinya Convention on the Rights of
Persons with Disabilities melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011,
Pemerintah Indonesia harus berupaya memajukar, melindungi dan menjamin
penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh
dan setara oleh semua orang penyandang diabilitas dan untuk memajukan
penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas.
Selain itu Pemerintah juga harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas,

yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiavi,
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merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan periakuan
Semena-mena. Hak penyandang cacat lainnya adalah mendapatkan
penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan
orang lain termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial
dalam rangka kemandirian.

h) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Pengertian penyandang disabilitas dalam undang-undang ini adalah setiap
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan
efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jangkauan
pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan
kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek
penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas
dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas bertujuan untuk mewuj_udkan taraf kehidupan
penyandang disabilitas yang lebih berkualifas, adil, sejahtera lahir dan batin,
serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan
untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi,
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi
manusia. Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam
penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,
koordinasi, komisi nasional disabilitas, pendanaan, kerja sama interasional,

dan penghargaan.
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2.5 Kebijakan Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Untuk mewujudkan nawacita dan mendukung rencana pembangunan
jangka menengah nasional, diperlukan pegawai negeri sipil yang berkualitas dan
jumiah yang proporsional pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang tentang Kriteria

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Peraturan menteri ini merupakan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menuju ke arah terwujudnya manajemen

Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, yang selanjutnya menjadi basis

dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Untuk itu, Pemerintah telah dan

sedang melaksanakan reformasi birokrasi yang salah satunya adalah reformasi di

bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Reformasi dimaksud antara lain meliputi

penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil.
Tujuan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana
diatur dalam peraturan menteri ini adalah untuk:

a. Memperoleh CPNS yang: 1) Memiliki karakteristik pribadi selaku
penyelenggara pelayanan publik; 2) Mampu berperan sebagai perekat Negara
Kesatuan Republik Indonesia; 3) Memiliki intelegensia yang tinggi untuk
pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan 4) Memiliki keterampilan,
keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

b. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, objektif, transparan,
tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta

bebas dari intervensi politik; dan
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€. Memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai CPNS
Pengadaan CPNS dalam peraturan menteri ini dilandasi dengan prinsip
sebagal berikut

a. Kompelitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan
hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade);

b. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak
ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;

¢. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan
kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang
sesungguhnya;

d. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi,
pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan
secara terbuka;

e. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam arti seluruh proses
seleksi CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

f. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam
proses seleksi CPNS yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan,
pemberkasan, dah pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan
menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali diatur dalam peraturan di masing-masing
instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

rada huruf E Peraturan Menteri ini mengatur jenis penetapan kebutuhan

(formasi) dan jenis jabatan untuk instansi daerah adalah sebagai berikut:

a. Penetapan kebuluhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi)
khusus;

b. Penetapan kebutuhan (formasi) khusus terdiri dari:

1) Putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumiaude);

2) Penyandang disabilitas;
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3) Tena x| i ;
94 pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori-

yang memenyhj Persyaratan

4) Jenis j
Jabatan untyk Penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan

keb A
utuhan (formasi) khusus bagi Instansi daerah meliputi gury, dokter,

Perawal, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan

infrastruktur

Berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan

(formasi) khusus bag penyandang disabiitas diatur dalam Huruf F angka (2),

yakni sebagai berikut :

a.

Instansi wajib mengalokasikan penetapan kebutuhan (formasi) jabatan,
persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta

penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan

jabatan:

. Jumiah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi

pusat paling sedikit 2% dari total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan

kebutuhan pada masing-masing instansi:

. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi

daerah paling sedikit 1% dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan

pada masing-masing instansi;

. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi)

khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar pada penetapan kcbutuhan
(formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi)

umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat

keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
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f. Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah-rendahnya 18
(delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada
saat melamar:

9. Panitia penyelenggara dan/atau Badan Kepegawaian Negara menyediakan
Petugas/pendampingan saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan
Seleksi Kompetensi Bidang:

h. Bagi peserta penyandang disabilitas tuna netra diberikan tambahan waktu
Seleksi Kompetensi Dasar sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit; dan

. Panita instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan
mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan

tingkat/jenis disabilitas yang disandang.
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BAB llI

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu dimulai pada
bulan April sampai dengan Juli 2019. Lokasi penelitian adalah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan.
3.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penerimaan CPNS bagi
penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan
3.3 Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan. Evaluasi
program/kebijakan dilakukan untuk mengetahui pencapaian target-target yang
telah ditetapk;an kemudian memberikan keputusan terhadap program tersebut.
Pada penelitian ini, dengan melihat dan menganilisis kebijakan tentang
penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018, maka metode yang digunakan, yaitu metode responsive evaluation.
Metode responsive evaluation menitikberatkan pada evaluasi kebijakan yang
berdampak kepada masyarakat. Model evaluasi ini lebih banyak menggunakan
data kualitatif untuk mengambil keputusan kebijakan. Responsive evaluation
pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stake, dalam artikelnya yang berjudul
‘The Countenance of Educational Evaluation’ pada tahun 1967. Menurut Madaus
(1986: 303) responsive evaluation digunakan untuk evaluasi formatif ketika ada
kasus yang mengindikasikan program tidak dapat mencapai hasil optimal.

Responsive evaluation juga digunakan dalam evaluasi sumatif, ketika ada orang
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memahami aktivitas pelaksanaan program. Worthen dan Sanders

-

1973), memberi penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diperiukan pada
ion, yaitu rational. anfecedent, transaction dan outcome.
~ational menunjukkan latar belakang filosofi dan dasar tujuan sebuah program.
“niecedent, transaksi dan outcome setara dengan input, proses dan produk. Data
disusun dalam matriks deskripsi dan judgment. Untuk mengisi matriks tersebut,
evaluator dapat mengumpulkan pertimbangan dari pengguna hasil evaluasi.
Deskripsi data diklasifikan menjadi infent (tujuan yang diharapkan) dan keadaan
yang observasi. Pemyataan judgmental diklasifikasikan pada keadaan yang
memenuhi standar kualitas dan judgment khusus pada elemen program. Supaya
lebih jelas, matriks data dapat diilustrasikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Layout Data yang Dikumpulkan pada Responsive Evaluation

Intent observation standard Judgment
Antecendent yang diharapkan  Standar Pertimbangan
dan dilaksanakan antesenden antesenden

RATIONAL Transgkm yang diharapkan Standar_ Pertlmbs{ngan
dan dilaksanakan traksaksi transaksi
Outcome yang diharapkan Standar Pertimbangan
dan dilaksanakan outcome outcome
Description matrix Judgment matrix

Sumber: Stufflebeam (1985)

Data evaluasi deskriptif diproses dengan menemukan contingency
(kemungkinan yang dapat terjadi) antara anteseden, transaksi, dan outcome; dan
congruence (kesesuaian) antara tujuan yang diharapkan dan kondisi yang
diobservasi. Data disebut congruence jika tujuan yang diharapxan secara nyata
terpenuhi. Dalam satu garis matriks data, evaluator dapat membandingkan sel-
sel yang berisi tujuan dan observasi, untuk mencatat kesenjangan dan
menjelaskan sebuah kongruens dengan garis tersebut. Kongruens tidak

mengindikasikan outcome harus reliabel atau valid tetapi apakah yang
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Yang ingin memahami aktivitas pelaksanaan program. Worthen dan Sanders
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Deskripsi data diklasifikan menjadi intent (tujuan yang diharapkan) dan keadaan
yang observasi. Pernyataan judgmental diklasifikasikan pada keadaan yang
memenunhi standar kualitas dan judgment khusus pada elemen program. Supaya

lebih jelas, matriks data dapat diilustrasikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Layout Data yang Dikumpulkan pada Responsive Evaluation

Intent observation standard Judgment
Antecendent yang diharapkan  Standar Pertimbangan
dan dilaksanakan antesenden antesenden

RATIONAL Trans_akm yang diharapkan Standar_ Pertlmba_ngan
dan dilaksanakan traksaksi transaksi
Outcome vyang diharapkan Standar Pertimbangan
dan dilaksanakan outcome outcome
Description matrix Judgment matrix

Sumber: Stufflebeam (1985)

Data evaluasi deskriptif diproses dengan menemukan contingency
(kemungkinan yang dapat terjadi) antara anteseden, transaksi, dan outcome; dan
congruence (kesesuaian) antara tujuan yang diharapkan dan kondisi yang
diobservasi. Data disebut congruence jika tujuan yang diharapkan secara nyata
terpenuhi. Dalam satu garis matriks data, evaluator dapat membandingkan sel-
sel yang berisi tujuan dan observasi, untuk mencatat kesenjangan dan
menjelaskan sebuah kongruens dengan garis tersebut. Kongruens tidak

mengindikasikan outcome harus reliabel atau valid tetapi apakah yang
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diharapkan dapat terjadi. Hasil analisis kesenjangan antara tujuan yang
diharapkan dan kenyataan yang diobservasi kemudian dibandingkan dengan
standar kualitas (Stufflebeam, 1985). Standar merupakan benchmarks kinerja
program atau kriteria yang menjadi pembanding untuk memutuskan program
telah sukses atau gagal. Program dikatakan efektif jika telah memenuhi standar
yang ditetapkan. |
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Ada 3 (tiga) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :
1) Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap
muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
2) FGD (diskusi kelompok terarah) dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang
belum terakomodir pada teknik pengumpulan data lainnya.
3) Analisis Dokumen
3.5 Sumber Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan terpilih
dan FGD. Data sekunder bersumber dari data dan informasi laporan dinas dan

dokumen terkaitnya lainnya.

Tabel 3. Tujuan, Jenis dan Sumber Data

Tujuan Jenis Data Sumber Data

1. Menganalisis pelaksanaan  Data Sekunder: BKD Prov. Kalsel,
penerimaan _ C_I_DNS bagi Organisasiikomunitas
penyandang disabilitas. penyandang disabilitas,

Ombudsman RI perwakilan
Kalset, Dinas Sosial Frov.

Kalsel
2. Mc;nlg‘;identiﬁkasi _ keses&:gﬁg Data Primer: Pakar di bidang
pelaksanaan penerimaan CP “wawancara penyandang disabilitas,
bagi penyandang disabilitas FGD Kemenpan-RB, BKN,

dengan kebijakan pengharmatan,
perlindungan, dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas

BKD lain tingkat provinsi
yang telah melaksanakan
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- T_-
penerimaan CPNS
kategori Disabilitas

3. Merumuskan strategi | |
Seluruh pihak terkait

pelaksanaan penerimaan CPNS
bagi penyandang disabilitas

a. Sumkber data utama adalah pegawai BKD Provinsi Kalimantan Selatan haik
pejabat struktural maup;un staf yang menangani penerimaan CPNS tahun
2018 formasi penyandang disabilitas. Sumber data ini untuk mendapatkan
informasi seluruh kebijakan, proses, dan keputusan, serta hal-hal lgin yang
berkenaan dengan penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas.

b. Sumber data pendukung:

1) Pegawai BKD kabupaten/kota (sampel) di Provinsi Kalimantan Selatan
baik pejabat struktural maupun staf yang menangani penerimaan CPNS
formasi penyandang disabilitas. Sumber data ini untuk mendapatkan
informasi tentang hubungan koordinasi antara BKD Provinsi Kalsel
dengan BKD kab/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tentang kebijakan,
proses, dan keputusan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan
penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas.

2) Penyandang disabilitas. Sumber data ini untuk mendapatkan apa
kebutuhan, keadaan (kemampuan dan hambatan), dan keinginan
penyandang disabilitas terutama di bidang ketenagakerjaan. Hasil data ini
penting supaya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang
mempertimbangkan hal tersebut.

3) Pegawai BKD tingkal provinsi diluar Kalimantan Selatan yang telah
melaksanakan penerimaan CPNS tahun 2018 formasi penyandang
disabilitas yang pelaksanaannya lebih baik dari BKD Provinsi Kalimantan
Selatan. Sumber data ini untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan,

proses dan keputusan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan
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Perierimaan CPNS formasi penyandang disabilitas. Data ini digunakan
untuk menentukan salah saty kriteria terbaik bagaimana merealisasikan
penerimaan CPNS formasi penyandang disabilitas.

4) Pakar dibidang penyandang disabilitas. Data yang diperoleh dari sumber
data ini adalah hak-hak apa saja yang sebenarnya dalam
ketenagakerjaan. Data ini diperlukan untuk menganalisis temuan di
lapangan apakah sudah sesuai dengan konsep tentang pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas.

5) Pegawai kemenpan-RB. Sumber data ini untuk mendapatkan data tentang
peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat terhadap
BKD Provinsi Kalimantan Selatan dalam penerimaan CPNS formasi
penyandang disabilitas. Data ini digunakan untuk melihat kesesuaian
antara pelaksanaan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada
dan berlaku.

6) Pegawai BKN regional Kalimantan Selatan. Sumber data ini untuk
mendapatkan data tentang koordinasi antara BKN dengan BKD Provinsi

Kalimantan Selatan dalam kebijakan, proses, dan keputusan penerimaan

CPNS formasi penyandang disabilitas.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi

Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerataan pembangunan memerlukan sumber daya manusia (SDM)
yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut senada
dengan upaya mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Upaya pemerataan pembangunan dan
mewujudkan Nawacita tersebut diantaranya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang berkualitas dan proposional yang ditempatkan pada instansi pusat
pemerintah dan daerah.

Pelaksanaan seleksi CPNS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi maupun jabatan
fungsional disuatu instansi pemerintahan. Terdapat beberapa tujuan pengadaan
CPNS yaitu diantaranya (1) memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai CPNS
yang memiliki karakteristik pribadi sebagai pemersatu bangsa, dengan kapabilitas
intelegensia yang tinggi serta memiliki keterampilan, keahlian yang sesuai dengan
tuntutan jabatan; dan (2) mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil,
dan objektif. Tujuan pengadaan CPNS mengandung tiga prinsip meliputi (1)
kompetitf, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penetuan hasil seleksi
didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan atau passing grade; (2) adil, yaitu
proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata; (3) objektif, yaitu
dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada
persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya; (4) transparan,
yaitu dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan

hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka; (5)
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bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan (6) bebas dari pungutan biaya.
Berdasarkan acyan tujuan dan prinsip pengadaan CPNS tersebut dan peraturan
kebijakan yang ditetapkan,

Pengadaan PNS tahun 2018 secara umum dan teknis diatur melalui
beberapa regulasi, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformas;i Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Peraturan No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan seleksi CPNS secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi
Nasional (Panseinas) ci bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) yang secara teknis dilakukan
oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku ketua tim pelaksana.
Panselnas dibentuk dengan tuuan untuk menjamin objektivitas dalam
pelaksanaan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,
dan pengumuman hasil seleksi secara nasional. Panselnas terdiri dari unsur
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, BKN, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau kementerian atau
lembaga terkait

Proses pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seieksi, pengangkatan
CPNS dan masa percobaan CPNS, dan pengangkatan PNS. Pelaksanaan seleksi

CPNS dimulai dengan penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan CPNS
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merupakan hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh
setiap Instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan
pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun. Khusus untuk instansi daerah, penetapan kebutuhan CPNS
tahun 2018 memperhatikan rencana strategis, organisasi perangkat daerah,
pegawai eksisting, dan batas usia pensiun serta kemampuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyediaan gaji, tunjangan, dan
biaya diklat setta biaya lainnya. Khusus untuk instansi daerah, penetapan
kebutuhan CPNS tahun 2018 memperhatikan rencana strategis, organisasi
perangkat daerah, pegawai eksisting, dan batas usia pensiun serta kemampuan
APBD dalam peryediaan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya
(Kemen PAN-RB, 2018). Adapun kebutuhan CPNS secara nasional pada tahun
2018 mencapai 238.015 formasi, terdiri atas 51.271 formasi untuk instansi pusat
(kementerian/lembaga) dan 186.744 formasi untuk instansi daerah.

Pendaftaran CPNS tahun 2018 dimulai secara serempak pada tanggal 19
September 2018 melalui portal pendaftaran terintegrasi melalui sscn.bkn.go.id.
Proses pendaftaran dimulai dengan pembuatan akun SSCN, setelah itu mencetak
kartu informasi akun SSCN 2018. Untuk mencetak kartu pendaftaran, peserta
dapat melakukan login dengan akun yang sudah dibuat kemudian dilanjutkan
dengan pemilihan instansi, formasi dan jabatan yang sesuai dengan latar belakang
pendidikan, melengkapi data pada formulir yang tersedia dan mengunggah
dokumen sesuai persyaratan instansi. Selanjutnya tahapan verifikasi, data yang
telah diunggah calon peserta tes CPNS akan diverifikasi oleh tim verifikator
instansi dan diperiksa kelengkapannya. Pelamar yang lulus seleksi administrasi
akan mendapatkan kartu ujian dan dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya,
yaitu SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang).

Tata cara pendaftaran CPNS 2018 secara lengkap dapat dilihat oleh calon
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pelamar di dalam Buku Petunjuk Pendaftar Sistem Seleksi CPNS Nasional Tahun
2018 yang dapat diunduh melalui portal sscn.bkn.go.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non disabilitas,
salah satunya, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, Berdasarkan
teori batas bawah yang diterangkan Sjachran Basrah (1992), pengaturan tentang
hak mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dapat dianggap menjadi bzntuk
ekslusifitas dari ranah hak asasi manusia yang harus dilindungi di Indonesia. Hal
tersebut dikarenakan para penyandang disabilitas rawan atau rentan akan
perlakuan diskriminatif. maka kebijakan afirmasi sangat diperlukan. Kondisi
diskriminasi menjadikan sebagian besar keluarga penyandang disabilitas berada
di bawah garis kemiskinan.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan
terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan
tersebut meliputi; (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat: (2) UU
No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (3) UU No. 19 Tahun 2011 tentang
Ratifikasi UNCRPD, dan (4) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan agar penyandang
disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak untuk penghidupannya.

Salah satu hak penyandang disabiitas yaitu untuk menjadi seorang PNS.
Kebijakan terkait penerimaan CPNS penyandang disabilitas tahun 2018
menggunakan payung hukum UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, dan sebagai pedoman pelaksanaan yaitu Permen PAN-RB No. 36
Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dalam Permen
PAN-RB No.36 Tahun 2018 tersebut disebutkan jenis penetapan kebutuhan
(formasi) dan jenis jabatan untuk instansi daerah terdiri dari penetapan formasi

umum dan formasi khusus. Penetapan formasi khusus terdiri dari: (1) Putra/Putri
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lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude); (2) Penyandang disabilitas;
dan (3) Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori-
Il yang memenuhi persyaratan.

Berkaitan dengan penerimaan CPNS untuk penyandang disabilitas,
Instansi wajib mengalokasikan penetapan formasi jabatan, persyaratan, jumlah,
dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta penyandang disabilitas
Sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan. Jumlah jabatan yang
dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 1%
dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi.
Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus penyandang disabilitas
disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum
dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Panitia penyelenggara
dalam hal ini BKN menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan SKD
dan SKB. Bagi peserta penyandang disabilitas tunanetra diberikan tambahan
waktu SKD sampai dengan 120 menit. Panita instansi wajib melakukan verifikasi
persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan
kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang. Meskipun
telah ada aturan yang memerintahkan supaya pemerintah daerah
memperkerjakan penyandang disabilitas namun pada kenyataannya masih ada
instansi pemerintah daerah yang belum melaksanakan aturan tersebut,
mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas, tidak memberikan kemudahan
dan zksesibilitas, serta bahkan cenderung melakukan tindakan diskriminasi.

Penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
telah dilaksanakan, dan terdapat beberapa permasalahan terkait penerimaan
CPNS bagi penyandang disabilitas. Permasalahan yang terjadi yaitu diantaranya
terdapat penyandang disabilitas yang tidak dapat mengikuti tes CPNS dikarenakan

tertolak pada saat proses pendaftaran. Tertolaknya penyandang disabilitas
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tersebut dikarenakan calon peserta mendaftar pada jalur umum, bukan pada jalur
khusus disabilitas. Permasalahan tersebut telah diselesaikan dan melibatkan
pihak-pihak terkait diantaranya Ombudsman, akademisi, serta organisasi
disabilitas pusat dan daerah, Secara garis besar permasalahan/kendala yang

ditemukan pada saat pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas

disajikan pada tabel 4 berikut ini

Tabel 4. Kendala Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas

_No. _

1.

Uraian

Implikasi

Terdapat perbedaan persepsi terhadap
peraturan penerimaan CPNS tahun

» Tidak diperbolehkannya
penyandang disabilitas melamar

2018 khususnya bagi penyandang  pada formasi umum, sehingga
Cilsal?llllgs oleh panita Pemerintah  mengurangi  kesempatan  dan
Provinsi Kalimantan Selatan dengan  peluang  bagi  penyandang

pemerintah daerah lainnya (salah

satunya DKI Jakarta) serta pemerintah
pusat (Kemen PAN-RB).

Masih adanya perbedaan konsep/ cara

p._anda_ipg terhadap  penyandang
disabilitas oleh berbagai pihak terkait.

Kurang sesuainya antara formasi yang
disediakan dengan latar belakang
pendidikan  yang dimiliki  oleh
penyandang disabilitas yang
disebabkan oleh kurangnya sumber
informasi data terbaru terkait informasi
jumlah dan kondisi penyandang
disabilitas (pendidikan, jenis disabilitas,
dll) dan waktu yang sangat pendek
dalam mempersiapkan kegiatan dan
kurangnya pengalaman panitia dalam
melaksanakan penerimaan CPNS bagi
penyandang disabilitas

Proses perencanaan yang dilakukan
panitia kurang partisipatif

Tidak adanya SOP yang jelas_pada
proses  pelaksanaan penerimaan
CPNS bagi penyandang disabilitas

disabilitas untuk dapat mengikuti
tes CPNS.

« Kesenjangan kesempatan kerja
bagi penyandang disabilitas antar
satu daerah dengan daerah
lainnya.

Para penyandang disabilitas hanya
dipandang sebagai individu yang
mempunyai kekurangan
(disabililty/handicap), patut dikasihani
dan disantuni sehingga hak-haknya
tidak terpenuhi dan cendrung
diskriminatif.

» Tidak terserapnya calon pelamar
dari penyandang disabilitas

» Formasi yang seharusnya
diperuntukkan bagi penyandang
disabilitas tidak bisa diisii oleh
penyandang disabilitas

Aspirasi penyadang disabilitas tidak
dapat terakomodir/forum komunikasi
dengan penyandang disabilitas tidak

terlaksana
Tidak adanya standar/acuan dalam

pelayanan terhadap calon pelamar
penyandang disabilitas
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6. Tidak tersedianya akses yang terbuka Persoalan terkait penyandagg
untuk ruang informasi dan pengaduan  disabilitas tidak teratasi dengan turitas

terkail pelaksanaan penerimaan CPNS
oleh panitia

Kondisi tertolaknya penyandang disabilitas yang melamar pada formasi
umum dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak panitia dan pelamar. Pihak
panitia menterjemahkan pembagian formasi menjadi tiga tersebut, bahwa formasi
umum tidak boleh diisi olsh penyandang disabilitas atau formasi yang !2in,
sedangkan kata umum pada hakikatnya adalah untuk siapa saja tidak terbatas
pada kondisi tertentu (non disabilitas, disabilitas, cumlaude, dan lain-iain) dan
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti halnya penerimaan CP NS
yang dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal senada juga disampaikan
oleh Kemen PAN-RB, bahwa formasi umum dapat dikuti oleh siapa s2ja yang
memenuhi persyaratan, dan mengikuti persyaratan yang berlaku diantaranya

berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan passing grade yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Pelaksanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Prov. Kalsel
dibandingkan dengan Prov. Lainnya (DKI Jakarta)

Uraian

Pelaksanaan di Prov.
Kalimantan Selatan

Pelaksanaan di Prov. DKI
Jakarta

Perencanaan/
penyusunan formasi

Kuota

Formasi

Ketentuan pendaftaran
formasi

Persyaratan

Belum melibatkan
komunitas penyandang
disabilitas

1%

Menyediakan formasi

khusus untuk penyandang
disabilitas
Penyandang disabilitas
hanya boleh melamar pada
formasi khusus penyandang
disabilitas

Penyandang disabilitas
yang toleh melamar adalah
yang mengalami disapilitas
panggul ke bawah

Sudah melibatkan komunitas
penyandang disabilitas

2%

Menyediakan formasi khusus
untuk penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas
diperbolehkan melamar pada
formasi umum dengan
mengikuti  ketentuan yang
berlaku pada formasi umum
(passing grade dan lamanya
waktu tes)

Tidak dibatasi (semua jenis
penyandang disabilitas
diperbolehkan asalkan memiliki
kuzlifikasi pendidikan yang
sesuai)
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Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penerimaan CPNS tahun
2018 secara umum dikarenakan kurangnya keterlibatan stakeholder dalam hal
Perencanaan. Permasalahan pertama, yaitu pada proses penentuan jabatan pada
formasi khusus * penyandang disabiltas, pihak panitia hanya menentukan
berdasarkan jumlah formas; yang tersedia, tidak berdasarkan data penyandang
 disabllitas yang memili latar belakang pendidikan sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan. Terdapat penyandang disabilitas dengan latar belakang
pendidikan yang hanya terdapat pada formasi umum. Kedua, panitia pelaksana
ticak membentuk tim pelaksana lintas sektor yang terdiri dari dinas-dinas terkait,
yaitu dinas sosial, biro organisasi, inspektorat, biro hukum, academisi dan
organisasi-organisasi disabilitas dalam mementukan persyaratan calon pelamar
CPNS bagi penyandang disabiltas. Keberadaan lintas sektor tersebut dapat
memberikan gambaran atau masukan yang lebih terarah dalam penentuan
persyaratan dan meminimalisasi tindakan diskriminatif bagi penyandang
disabilitas. Permasalahan ketiga, pada proses pelaksanaannya belum terdapat
tempat pengaduan khusus, secara langsung maupun onfine. Panitia pelaksana
belum memberikan ruang yang semestinya untuk menerima masukan dan atau
pengaduan dari masyarakat terkait proses penerimaan CPNS.

Kegiatan perencanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas
salah satunya penentuan formasi. Jumlah kebutuhan formasi tersebut yang diatur
dalam Permen PAN-RB yaitu formasi yang jumlahnya lebih dari satu, tidak
berdasarkan kebutuhan jabatan/pekerjaan untuk pegawai yang bisa diisi atau
dipenuhi para penyandang disabilitas. Dari 328 formasi yang ditetapkan untuk
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka 1% nya hanya 3 formasi yang bisa
diikuti oleh para penyandang disabilitas, BKD Provinsi Kalimantan Selatan
memformasikan bagi penyandang disabilitas pada jabatan: (1) analis jabatan, (2)

pekerja sosial, dan (3) pustakawan. Formasi bagi penyandang disabilitas tersebut
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sepi oleh pelamar. Total hanya 10 pelamar penyandang disabilitas yang ot garta
atau berpartisipasi dalam penerimaan CPNS, yaitu 6 pelamar untuk analis jabatan,
dan 4 pelamar untuk pekerja sosial, sedangkan jabatan pustakawan tidak ada
pelamar, Kondisi tersebut dikarenakan persyaratan yang diberikan hanya
diperuntukan bagi penyandang disatilitas tunadaksa dan formasi yang diberikan
tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan calon pelamar disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan bahwa kegiatan pengadaan CPNS tahun 2018 di
Kalimantan Selatan dimulai dengan penyusunan dan pengajuan formasi oleh BKD.
Pengajuan formasi disusun berdasarkan hasii analisis jabatai: (Anjab) dan beban
kerja (ABK) yang dibuat oleh Biro Organisasi. Anjab dan ABK dilakukan berupa
uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jatatan,
redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan. Proses penyusunan Anjab dan ABK yang dilakukan oleh biro organisasi
ini tentunya tidak terlepas dari Anjab dan ABK yang disusun oleh masing-masing
SKPD atau dengan kata lain dalam proses penyusunan sudah memperhatikan
usulan dari masing-masing SKPD. Akan tetapi selama ini menurut biro humas
belum ada SKPD/Instansi yang mengusulkan untuk formasi disabilitas. Hal ini
sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang narasumber dari Biro
Organisasi.

“untuk formasi ini.. kita lemparkan kepada masing-masing instansi kerja..

kita beri formulir, masukan.. formasi apa saja yang dibutuhan.. dari situ kita

tampung, kita godok.. lalu nanti kita tindaklanjutin dengan Pergub.. tapi
ternyata selama ini mereka sendiri tidak ada yang mengusulkan formasi
disabilitas itu.. jadi selama ini ya formasi biasa Bu.. nahitu...”

Anjab dan ABK disusun dengan memperhatikan kebutuhan CPNS dengan
memperhatikan rencana strategis, organisasi perangkat daerah, pegawai

eksisting, dan batas usia pensiun serta kemampuan daerah dalam menyediakan

gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya. Dalam hal ini biro organisasi

43

Dipindai dengan CamScanner



hanya menyusun Anjab dan ABK, selanjulnya adalah kewenangan dari BKD.
Untuk penentuan formasi khusus disabilitas tahun 2018 menurut narasumber dari
biro organisasi mereka tidak dilibatkan, Hal ini sesuai dengan yang disampaikan
oleh salah seorang narasumber dari biro organisasi.
'selama ini.. kita bekerjasama dengan BKD.. jadi setelah kita godok
menghasilkan formasi tadi, BKD sebagai penggunanya.. ya... Kalau yang
2018 kemarin kami tidak ada tu.. tidak dilibatkan.. yaa.. jadi seharusnya kami

dilibatkan dulu untuk ini.. Jadi terus terang saja kami tidak tau masalah itu..
yang 2018 kemarin...”

Menurut narasumber dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan, proses
perencanaan formasi CPNS diawali dengan pengusulan formasi oleh BKD
Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Januari 2048 sebanyak 874 formasi,
yang terdiri dari formasi tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Setelah
diusulkan kemudian ditetapkan oleh Kemen PAN-RB untuk Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan sebanyak 328 formasi. Pengumuman penetapan formasi oleh
Kemen PAN-RB ini bersamaan dengan keluarnya Permen PAN-RB No. 36 Tahun
2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 tanggal 30 Agustus
2018, dimana berdasarkan Permen PAN-RB tersebut ditetapkan bahwa
penetapan formasi di daerah terdiri dari formasi umum dan khusus, yang salah
satunya adalah formasi khusus untuk penyandang disabilitas. Hal ini sesuai
dengan yang disampaikan oleh salah seorang narasumber dari BKD.

“... karna kan.. aaa.. baru kelihatan itu di.. usulannya itu lo.. baru keliatan

di Permenpan-RB 36 ya.. usulan kita di Januari 2018 ya.. Nah jadi kuota

kita global dulu tuh.. global.. seterusnya kita di tanggal 4 September kalo

gak slah disuruh ngambil formasi. disana formasi kita ditetapkan
berdasarkan peraturan KemenPAN yang nomer 36 tahun 2018 itu tanggal

30 Agustus juga, sama berbarengan keputusan formaasi dengan

PermenPAN, berbarengan keluarnya... Kita ambil di tanggal 4 September

tersebut.. namun isinya masih seperti usulan Kita.. aaa.. tidak ada terbagi

yang mana yang disabilitas, yang mana yang cumlaude, yang mana yang
umum.. Jadi terbitnya Permenpan-RB tersebut kita disuruh menyusun

kembali formasi tersebut.. jadi Kita review lagi.. Kita dapat formasi ada 328
formasi.. kita review.. jadi kita berdasarkan Permenpan-RB itu 1%
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g:;:?t(asi.. kita ada sekitar 3 formasi untuk disabilitas...... nah disitu formasi

Dalam menentukan formasi untuk penyandang disabilitas, Badan
Kepegawaian Daerah menemui kesulitan, karena menurut BKD analisis jabatan
dan beban kerja yang dibuat oleh biro organisasi tidak mencakup Anjab dan ABK
untux penyandang disabilitas. Begitu juga mengenai syarat-syarat tentang
disabilitas, saat rakor di Kemen PAN-RB, syarat-syarat tentang disabilitas belum
jelas, sebagaimana kutipan hasil wawancara:

“.. selanjutnya untuk syarat-syarat tentang disabilitas kita dapat petunjuk
d! Rakor itu.. eee.. belum jelas.. jadi belum jelas seperti apa tingkat
disabilitas yang dapat menduduki jabatan-jabatan tersebut..”

Terkait penetapan kriteria kebutuhan formasi khusus penyandang
disabilitas ini ada beberapa persepsi yang terjadi di pemerintah daerah perihal
penerimaan dari jalur penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan sendiri menafsirkan Permen PAN-RB ini dengan mengeluarkan kebijakan
yang mengkhususkan penyandang disabilitas pada jalur khusus yang disediakan,
yaitu 3 formasi saja dan tidak diperkenankan untuk mengikuti jalur umum.
Sedangkan ada daerah lain yang menetapkan kebijakan berbeda, misalnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selain menyediakan formasi khusus,
penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk memasuki jalur umum dengan
mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada formasi umum.

Perbedaan persepsi dalam menerapkan maksud dari Permen PAN-RB
tersebut menyebabkan munculnya polemik dan kesenjangan bagi para
penyandang disabilitas dari satu daerah dengan daerah lainnya. Pada proses
penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ada
calon peserta penyandang disabilitas yang tidak bisa mengikuti proses seleksi

selanjutnya karena melamar pada formasi umum, padahal kualifikasi pendidikan
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yang dimiikinya sudah sesuai dengan formasi yang dilamar. Menurut persepsi
BKD Provinsi Kalimantan Selatan, penyandang disabilitas harus melamar pada
formasi khusus yang telah disediakan bukan pada formasi umum. Hal ini dianggap
merugkan bagi penyandang disabilitas karena mereka menganggap bahwa
mereka juga berhak memasuki formasi umum, sepertinya juga calon pelamar dari
jalur khusus cumlaude tidak dibatasi untuk memasuki jalur umum sesuai dengan
kualifikasi pendidikan mereka. Jalur khusus seyogyanya menjadi hak istimewa
bagi para penyandang disabilitas dimana melalui jalur tersebut penyandang
disabilitas diberikan hak istimewa berupa akses, fasilitas dan passing grade yang
telah disesuaikan, tetapi pada kenyataannya disisi lain hal ini justru menjadikan
hal yang membatasi hak dan diskriminatif.

Pelaksanaan seleksi CPNS secara nasional dilakukan oleh Panselnas di
bawah koordinasi Kemen PAN-RB yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKN
selaku Ketua Tim Pelaksana, sedangkan BKD sendiri berperan dalam seleksi
administrasi, dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi persyaratan
pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian
formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang. Cleh karena itu BKD
harus memiliki tim verifikasi yang memahami betul seluk-beluk terkait penyandang
disabilitas, dalam hal ini tim seyogyanya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait
yang kompeten melihat dan menilai kesesuaian tingkat/jenis disabilitas dengan
beban kerja jabatan yang dilamar. Selain itu BKD juga harus membentuk call
center dan help desk untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dan
menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tim atau perorangan yang ditunjuk tentunya harus paham
dengan peraturan perundang-undangan dan mengerti seluk beluk penyandang

disabilitas.
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Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas tahun 2018

kurang siap, khususnya dalam perencanaan. Kondisi tersebut mengakibatkan
terjadinya beberapa permasalahan. Permasalahan diantaranya kurangnya minat
dari para penyandang disabilitas dikarenakan jabatan dan persyaratan yang
menurut mereka sangat diskriminatif, Permasalahan yang cukup besar dan
melibatkan beberapa pihak dalam penyelesaiannya, yaitu tertolaknya penyandang
disabilitas netra untuk mendaftar untuk jabatan guru sekolah luar biasa pada
formasi umum. Permasalahan tersebut menjadi perhatian organisasi penyandang
disabiltas pada tingkat nasional serta melibatkan Ombudsman dalam
penyelesaiannya, Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas untuk
meluruskan kesalahpahaman kedua belah pihak, yaitu panitia dan pelamar terkait
tindakan diskriminatif pada proses pendaftaran CPNS, dan keterlibatan
Ombudsman sebagai lembaga yang menindaklanjuti jika terjadi kesalahan
adminsitrasi yang dilakukan panitia sehingga menyebabkan hak-hak pelamar
disabilitas terabaikan.

Ombudsman sebagai lembaga negara menilai kurangnya kesiapan dari
panitia pelaksana penerimaan CPNS tahun 2018 dimulai dari proses perencanaan
dan berlanjut pada kegiatan pelaksanaan atau implementasi. Panitia pelaksana
tidak melibatkan pihak-pihak terkait dan khususnya penyandang disabilitas dalam
kegiatan perencanaan diantaranya terkait persyaratan dan mekanisme
penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Panitia tidak memiliki petugas-
petugas atau SDM yang kompeten, sehingga pada pelaksanaannya menimbulkan

diskriminasi terhadap para penyandang disabiiitas.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam hal ini adalah organisasi
penyandang disabilitas dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan
sampai pada hasil akhir. Hal tersebut diharapkan meminimalisasi kekeliruan atau

stigma dari masyarakat umum selama ini bahwa panyandang disabilitas ticak
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{0 disabilitag barharap fidak adanya diskriminasl bagl mereka untuk

mendapatkan pekeria
Pekerjaan, dikaronakan meraka memiliki kemampuan yang sama

dongat NG
INYAN para pencar kerji lalnnya (non disabililas),

(& .
LOCRra keselur
woluruban tordapat behorapa hasil evalunsi penerimaan CPNS

tag penyadang disabilitas tatn 2018, yaltu (1) kurangnya sumber informasi data
terbaru tarkait informasi Jumiah dan kondisl penyandang disabilitas (pendidikan,
Jenis disabiltas) di Provinai Kallmantan Selatan: (2) kurangnya persiapan terkal
wakiu - yang sangal pendek dalam mempersiapkan keglatan dan kurangnya
pengalaman panitia dalam melaks.anakan penerimaan CPNS bagi penyandang
cisabiltas; (3) terdapat perbedaan tafsiran terhadap peraturan penerimaan CPNS
tahun 2016 khusunya bagi penyandang disabilitas oleh panitia Pemerintah
Provinsi - Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah lainnya seperti
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pemerintah pusat (Kemen PAN-RB); (4)
proses perencanaan yang dilakukan panitia kurang partisipatif yaitu tidak
melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu dalam menentukan persyaratan dan jabatan
bagi penyandang disabilitas; (5) tidak adanya SOP yang jelas pada proses
pelaksanaan penerimaan CPNS penyandang disabilitas; dan (6) tidak

disediakannya akses yang terbuka untuk ruang informasi dan pengaduan terkait

pelaksanaan penerimaan CPNS penyandang disabilitas.
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Penyandang disabiltas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atay Sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berirefaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak (Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas). Setiap orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Seseorang
dapat menjadi penyandang disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam
kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa,
hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya,
kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat
menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas (M. Syahbuddin Latief,
2010).

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka

penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan

49

Dipindai dengan CamScanner



M dan Pemerintahan, Oleh karena itu, Pe”'”gkalan

yrgen dan strategis;

Ditinjau dari optik goei
PIK sosio-Kuityra), penyandang disabilitas pada hakekatnya

adalah makhluk segig
. I yang memiliki potensi sehingga berpeluang untuk
perkontribusi dan be
Peran secara opiima) dalam segala aspek kehidupan
perbangsa, berneqa
e bermasyarakat, Bahkan penyandang disabilitas

mempunyai potens; .
P g ' Besar untu menjadi change of social ageni bag!

mbangunan di ., b .
peities Sgalu bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir

stasi gemila .
pre g Ng secara Multidisipliner pada tingkat lokal, regionai, nasional,
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hingg asional. - Sehingga - kebijakan pengakuan, perlindungan, dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dan diarusutamakan
dalam struktur kebijakan negara baik ditingkat pusat maupun didaerah.
Penjabaran UUD NRI 1945 yang sudah dilakukan negara terhadap
kebijakan pengakuan, periindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
dapat diihat di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV yang
mengamanatkan bahwa ‘Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial”. Pembangunan
kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa
yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pada sila ke- 5 Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945 secara jelas dinyatakan bahwa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia” menjadi salah satu dasar filosofi bangsa, karenanya setiap warga
negara Indonesia tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan

sosial yang sebaikbaiknya, termasuk penyandang disabilitas.
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Kelompok Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang dari lahir atau
karena sesuatu hal mempunyai keterbatasan kemampuan secara fisik, intelektual,
dan/atau mental. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia, mereka juga butuh
hidup secara layak dan utuh sebagaimana manusia pada umumnya. ltulah
sebabnya mereka memerlukan hak-hak dasar yang dibutuhkan sebagai kelompok
penyandang disabilitas, agar mereka dapat hidup secara layak dan utuh sesuai
harkat dan martabatnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin
pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas, pemerintah mengesahkan
konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas (Convention on The Rights of
Persons With Disabilites - CRPD) menjadi kerangka hukum bagi pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas melalui UU Nomor 19 tahun 2011 (LN Rl 2011 Nomor

107: TLN RI 2011 Nomor 5251). Perkembangan selanjutnya, untuk menghasilkan

undang-undang yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan
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dan setara:
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hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang cis2biitzs

&

Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disatiftas yang letin berzitzs,

adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartzbzt.

d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eisgioizs,
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hzk zs2si
manusia; dan

e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemzjuzn, pefindungzn, ¢2n
pemenunan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan < seria
mendayagunakan seluruh kemampuzn sesuai bzkzt dan minzl yang
dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkoniribusi secara optimal,
aman, leluasa, dan bermariabat dalam segala aspek kehidupan bercangsa.
bernegara. dan bermasyarakat.

Negara menjadi penanggung jawab utamz dalam kebjzkan
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peran

terbesar dari pelaksanaan tanggung jawab negara itu diemban oleh pemerintah
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mempunyai kesempatan Yang sama yntuk melamar menjadi PNS setelah
memenuhi persyaratan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undangd
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sip Negara (UU ASN). Persyaratan yang
dimaksud di sin telah diatur dalam Pasal 65 Uy ASN yaitu CPNS yang diangkat

menjadi PNS harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani.
Senat Jasmani dan rohani bagi penyandang disabiltas akan disesuaikan dengan

kebutuhan pelaksanaan pekerjaan, hal inj bertujuan untuk memaksimalkan kinerja

penyandang disabilitas yang sudah diterima menjadi PNS.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi luhur yang tertuang
dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021. Visi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah
“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan Berdikari, dan
Berdaya Saing’. Kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan harus dapat dirasakan
oleh semua masyarakat Kalimantan Selatan, tidak hanya mereka yang non
disabilitas akan tetapi juga bisa dirasakan penyandang disabilitas. Salah satu
caranya adalah dengan memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-

luasnya (affirmative action) bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS di
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Diundangkannya Undang

"Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

eabil ik
e ta.s memik konsekuensi hukum dalam konteks kebijakan penerimaan
CPNS di Indonesia baik ditingkat nNasional m . : erlu
dilakukan suatu evaluas; agar kebii aupun i daerah, dmana ¥

) ebijakan penerimaan CPNS sejalan dengan
kebua?ifan penghormatan, Perlindungan, gan pemenuhan hak penyandang
disabilitas, sebagaimana diatyr Pada pasal Undang-undang No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabiltas yang mengamanatkan bahwa ‘Pemerintah
Dastah Walll melakulen erencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang
pelaksanaan .Fenghommatap, elindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas”.

Evaluasi ini penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk
dilakukan, yakni: pertama, pemerintah provinsi hadir untuk memastikan
pelaksanaan penerimaan CPNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hal
ini sejalan dengan kebijakan penghormatan, perfindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas. Kedua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hadir
untuk memastikan visi, yaitu “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih
Sejahtera, Berkeadilan Berdikari, dan Berdaya Saing’, menjadi prinsip penting
pelaksanaan penerimaan CPNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnva, pelaksanaan
penerimaan CPNS tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada

umumnya berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa permasalahan

terkait penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang menyebabkan
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elaksanaan CPNS untyk formac:
Masi penyandang disabilitas belum sepenuinya

sual dengan kebijaka
se n Denghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak

nyandang disabilitas, ;
peny S. Berbagy; Pérmasalahan penerimaan CPNS bagi

penyandang disabilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut
erikut:

bijakan Formasi
) Kebi as11 (Satu) Persen Uty Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pengum
gumuman Nomor g1, 1711 -Ppi.1/Bkd tentang Pengadaan

NS di lingkungan Pemerin h hun 20 8
CP rnta Provinsi Kalimantan Selatan Tahu 15,
peme intah Provinsi Kali patan yang
emeri Insi Kalimantan Selatan mengalokasikan formasi jabat

ilamar ol i
dapat di eh penyandang disabiiitas 1 (salu) persen dari total formasi

; ikan den
disesuai gan kebutuhan pada masing-masing instansi. Kebijakan ini secara

normatif sejalan dengan Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria
penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon
pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dari 328 formasi yang diajukan oleh BKD
Provinsi Kalimantan Selatan, maka 1% dari ketentuan Kemen PAN-RB hanya 3
(tiga) formasi yang bisa diikuti oleh para penyandang disabilitas diantaranya analis
jabatan, pekerja sosial, dan pustakawan. Kebijakan alokasi formasi jabatan yang
dapat dilamar oleh penyandang disabilitas 1% ini sebelumnya juga pernah diatur
dalam Pasal 14 UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Sebagai bentuk penyesuaian implementasi Undang-undang No. 8 Tahun
2016 dan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas, seharusnya kebijakan pengalokasian formasi jabatan
yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas adalah minimal 2% dari total
formasi. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 53 Undang-undang Penyandang
Disabilitas yakni:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan

Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen)

penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan

swasta wajib mempekerjakan paling sedikft 1% (satu persen) penyandang
disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerna”
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provinsi Kalimantan ge
3an No. 63 Tahyn 2018 tentang Perfindungan dan

pemenuhan Hak Penyandang Disabiitas, yak
» Yakni:

"Pemerintah Dagrap

. : , d
paling sedikit 2% (dua i’;?sadan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan
atau pekerja dan peruecr.”, PeMVandang disabiltas dar jumiah pegae

1% (satu persen) tenag :haan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit

paling sedikit 100 (serarusj{ ?J?gng?nyandang disabilitas dari jumlah pekerja

Kebijakan alokasj 29 o
12% formasi jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang

disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 undang-undang penyandang
disabilitas dan Pasal 28 Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 63 Tahun 2018
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas selain sejaian
dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention
On The Rights Of Persons With Disabilties (Konvensi Mengenai Hak-Hak
penyandang Disabilitas), juga prakteknya telah dilaksanakan diberbagai wilayah

di Indonesia salah satunya adalah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2) Pemenuhan Kesempatan Penyandang Disabiltas Melamar Pada Formasi
Umum

Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil Tahun 2018 tidak memberikan definisi mengenai pengertian formasi umum.
Peraturan ini hanya mengatur mengenai penetapan formasi umum dan penetapan
formasi khusus. Penetapan formasi khusus terdiri dari: (1) Putra/Putri Lulusan
Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude); (2) Penyandang Disabilitas; (3)
Putra/Putri Papua dan Papua Barat; (4) Diaspora; (5) Olahragawan Berprestasi

Internasional: dan (6) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga

Honorer Kategori-Il yang memenuhi persyaratan.

Mengatasi polemik mengenai hak dan kesempatan penyandang disabilitas

melamar pada formasi umum, maka perlu kiranya memahami maksud dibentuknya
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Permen PAN-RB No, 35 Tahun 2016 tentang Kriteria Penatapan Kebiifi

Pegawai Negeri Sipil qap, Pelaksanaan Seleks) Calon Pegawil Neger Sl 1alin

2018 |n|‘ Pefmen PAN"RB Nn. 36 Tahun :ilﬂl fi |m(_[“' |'jalai|'* fél !Uf‘.tj I[l_f‘ilﬁl_‘*hﬂ”f‘l]’ ff1

amanat Undang-Undang Nomor § Tahun

Pasal 2 Undang-

2014 tantang Aparatur Sipll Negara

Undang Nomor 5 Tahun 2014 fentang Aparatir Sipl Hegati

mengatur bahwa Penyelenggaraan kehijakan dan Manajemnen ASN berdasarksr

pada asas: (a) kepastian hukum; (b) profesionalifas: (c) proporsionsites, (d)
keterpaduan; (e) delegasi; (1) netralitas; () akuntabilitas; () efekiif dan efisien; ()

keterbukaan; (j) nondiskriminalif, (k) persatuan dan kesatuan; (1) keadilan dan

kesetaraan: dan (m) kesejahteraan,

Berkaitan dengan pelaksanaan selaksi CPNS, asas kapastian hukum, non
diskriminalif, keadilan dan keseteraan menjadi 3 (tiga) asas penting untuk
memastikan bahwa setiap warga negara baik non disabiltas maupun penyandang
disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang ASN.

Asas kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan
dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan. Asas nondiskriminatif adalah bahwa dalam
penyelenggaraan manajemen ASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan
gender, suku, agama, ras, dan golongan. Asas keadilan dan kesetaraan adalah
bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan
kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai

Pegawai ASN (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tertang

Aparatur Sipil Negara)

Berdasarkan ke-3 (tiga) asas tersebut, pemerintah provinsi wajib menjamin

dan memastikan bahwa : Pertama, penyelenggaraan penerimaan CPNS

penyandang disabilitas mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No.8
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Tahun 2016 Ianlang Pa
n - 0 .
Yahdang Oinabiltag dan péstaliran perindang undangart

lain yang terkait de
ngan PeROhommatan, perlindungan, (e pemefuhan hiak

pnyandang disabilj -
P S5ilites. Sehingga dapat dimaknal bahwa formagi umim adalah

formasi yang da T
9 dapat dilkuti olan slapn waja yang memenuhl persyartan, dan

engikuti pers
mengikull persyaratan yang barlaky diantaranya wakty ,-mmknunﬂﬂl!tll."! passing

grade yang telah ditetapkan, Dengan kata lain formasl khusus disabilitat bukan

merupakan jalur satu-satunya bagi penyandang disabliitae untuk menjadi PNS
dalam CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah daorah, Kedua, prinsip non
diskriminatif, keadilan, dan kesetaraan harus diwujudkan pada setiap jenis formasi.
Ini sejalan dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

yang diatur dalam Pasal 2 huruf UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang
disabilitas.

3) Kriteria Pelamar Bagi CPNS Penyandang Disabilitas

Kriteria pelamar bagi CPNS Penyandang Disabilitas diatur pada poin Il
angka 1 huruf b Pengumuman Nomor 810/ 1711 -Ppi.1/Bkd tentang Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2018, yakni:

‘Disabilitas/Difabel adalah pelamar yang menyandang disabilitas/
berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti
menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, berdiskusi dan bisa berjalan,
tidak tuli serta tidak buta”

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbegai organisasi penyandang
disabilitas yang ada di Kalimantan Selatan, kriteria pelamar bagi CPNS
penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam poin lll angka 1 huruf b, sangat
memberatkan para penyandang disabilitas untuk menjadi pelamar CPNS di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Persyarataan tersebut juga menjadi

perhatian serius dari Tim Pokja Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Aria
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Indrawali anggota T;
Im Pokj
O U“"““D-Unriang Penyandang Disabilitas sekaligus

Ketua Dewan p
engurus p
usal Pertuni, mengalakan bahwa persyaratan tersebut

merupakan pelanggar
an
terhadap Hak Agagi Manusia, dimana Undang-Undang

penyandang disabilitag
Mengamanatkan bahwa setiap penyandang disabilitas,

balk.ﬁm.k‘ Fnaark; menta, dan intelektyal memiliki kesempatan yang sama untuk
menjadi seorang PNS thash FGD dangan Tim Pokja Undang-Undang Penyandang
Disabilitas, 10 April 201 9),

N Pemerintah daerah sebagai perwakilan negara seharusnya wajib membuat
kebijakan anti diskriminasi, baik melalui produk hukum daerah maupun dalam
implementasinya. Pemerintah daeran tidak boleh membuat kebijakan yang
mengarah kepada perbuatan diskriminatif Jika dengan kebijakan yang dibuatnya,
sekelompok warga negara merasa terdiskriminasi, maka seharusnya peraturan
tersebut ditinjau kembali, apalagi jika peraturan tersebut mengacu kepada
keterbatasan fisik seseorang. Padahal, keterbatasan fisk tidaklah mengurangi
kecerdasan dan kapasitas seseorang untuk diperlakukan sama di hadapan
hukum.

Sacara normatif kriteria pelamar bagi CPNS penyandang disabilitas
‘sebagaimana diatur dalam Poin Il angka 1 huruf b, bertentangan dengan
kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi
Convention on the Rights of Persons with Disabilities menyatakan bahwa negara-
negara pihak mengakui penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar
kesamaan dengan orang lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa PNS sebagai
salah satu jenis pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap orang
baik bagi non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas. Sehingga
setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi

kepada negara dengan menjadi seoarang PNS. Peran pemerintah provinsi adalah
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hadic untuk memasti
an
daﬂ m?f‘.].%r‘.“m F‘-"N"’;‘\an “tlh. rwf"r'“?‘!.ﬂ {Ial(gf":-;.ﬁ

untuk bekera sebaga p
D908l PNg Melalll langhah lagisiatt (pembustan peraturar) G

administratif (prosedyr
yang MeNdukung) yang berkeaditan dan tidak diskrie nast

terhadap pelamar CpNg Denyanmnq i
_ g drabuitag

Kriteria pelam agi Cp
ar b ] . h' S
CPNS Penyandang dieabiitas sebagarmana GRans

dalam Poin Il a
ngka 1 humf b i }uga M@Mangan den{_}aﬂ FE*E‘-"-?‘JQ“ pn;ﬂ ‘f‘

dan Pasal 143 h
uruf BUU No_ g Tahun 2016 Pada Pasal 45 menegaskan bahwa

‘Pemerintah d -
8n Pemerintah Dgergh waiid menjamin proses

]

rokrutmen
penenmaan, -pelatihan kerja, penempatan kera, keberanitan kerja. dan
pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang
disabiltas’. Berdasarkan Ketentuan ini pemerintah daerah memiliki kewajban
untuk menjamin proses penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dilakukan
secara berkeadilan dan non diskriminatit agar setiap penyandang disabilitas baX
fisik. sensorik, mental, intelektual, dan ganda memiliki kesempatan yang sama
untuk menjadi pelamar CPNS.

Pasal 143 huruf b mengatur bahwa “Setiap Orang dilareng menghalang-
halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11". Pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 143 huruf b ini dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 yakni “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang
penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

4) Petugas/Pendampingan Saat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Dan

Seleksi Kompetensi Bidang

Petugas pendamping saat pelaksanaan SKD dan SKB merupakan fasilitas

yang didapatkan pelamar CPNS untuk formasi disabilitas sebagaimana yang
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diatur dalam point F an k
9K@ Zhuryt 9 Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018. Namun

dalam konteks penerimagq
n :
“PNE bagi Penyandang disabilitas pada tahun 2018

yaﬂg lalu, BKD provinsi .
Ka['ma”tan Selatan belum memiliki SOP yang jelas

perkaitan dengan penyeq;
Yediaan Petugas pendamping bagi CPNS penyandang

disabilitas. Secara normat;
matif penyediaan petugas pendamping bagi CPNS
penyandang disabilitas, tiqa;

\ hanya Merupakan amanat dari Permen PAN-RB No.

36 Tahun 2018 juga Merupakan Perwujudan dari asas perlakuan khusus yang
merupakan salah satu asas penting dalam konteks pelaksanaan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf k Undang-
Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berkaitan dengan asas perlakuan khusus, Pasal 5 ayat (3) Undang-
Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa
setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak
memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan dengan
kekhususannya. Adapun yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang
rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil,
dan penyandang cacat (Penjelasan Pasan 5 ayat (3). Istilah Penyandang Cacat
yang dipakai dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia tersebut, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas
(Pasal 148 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

5) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak

Aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan syarat penting bagi
penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi aksesibilitas adalah

kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan

kesamaan kesempatan. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang
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emberikan
m Peluang dan/atay menyediakan akses kepada penyandang

isabilitas u
as "Iuk menyalukan potensi galam segala aspek penyelenggaran

negara dan masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 2016 tentand

Penyandang Disabilitag) Sedangkan Akomodasi yang layak adalah modifikasi
dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau
pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk

penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 angka 9 UU No.8 Tahun

T TR A T T TR T T e I I e A R T g T R TI ETO T

2016 tentang Penyandang Disabilitas). Pelaksanaan penerimaan CPNS yang

diseienggarakan Pemerintah Provins; Kalimantan Selatan tahun 2018 yang lalu,

aksesibiiitas dan akomodas; yang layak sebagai hak pelamar CPNS penyandang
| disabilitas belum sepenuhnya dijamin dan dipenuhi oleh pemerintah provinsi.
Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2018 tidak mengatur pemenuhan hak

aksesibilitas dan akomodas;i yang layak bagi pelamar CPNS penyandang

| disabilitas. Peraturan mengenai pemenuhan hak aksesibilitas dan akomodasi yang

layak bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas terdapat pada Peraturan Badan

T T

Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil. Point D angka 1 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018

AT TS,

mengatur bahwa sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus
disesuaikan dengan kebutuhan, baik bagi peserta seleksi non penyandang
disabilitas maupun bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana bagi
peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan,

antara lain tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas dan petugas

T R P e A g TR T TS WTE

- pembaca bagi tunanetra.

Pasal 18 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin
' hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan
aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan akomodasi

:
yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Selanjutnya, Pasal 97 (1)
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mengatur bahw

A Pamer :
intah dan pemerintah o b ongamin infrastrukius

: aotah waj
yang mudah diakyeg
Oleh Penyandang disatyitas’ Infrastruktuc yand mudah

diakses oleh pen m—_
Penyandang disatyitas nobagaimana dimakaud pada ayat (1)

melipuli: a. banguin; ;
QUNAN gedung; b, jalan, ¢ parmukiman, dan d pertamanan dan

permakaman (Pasal 97 ayal (2)
J)

Sebelum lahi :
M lahitnya UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas.

engaturan
pengaluranentang infrastruitur yang mudah diakses oleh penyandangd s

terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedund
Pasal 27 Undang-Undang ini mengatur kemudahan akses bangunan gedund.
termasuk tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman
bagi penyandang disabilitas,

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaarn
Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas
pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Pedoman teknis ini dimaksudkan
sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan
gedung dan lingkungan, dan juga bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan
menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk
penyandang disabilitas dan lansia (Pasal 2). Pasai 3 ayat (1) mengatur dalam
merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan
lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap
orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 ayat (2)).
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Pada tahun 2017 Pemerintsh menetapkan Peraluran Menteni Pekeraan
Urmurn dan Perumahan Rakyat Reputiic Indonesiz Nomor 14/PA/M/2017 Tentang
Persyaratan Kemudahan Bangunzn Gedung. Diverizkukannyz PermenPUPR No.
14/PRTIIZ0AT tertang Persyarstan Kemudshan Bangunan Gedung ini
menggantikan dan mencabut Persturan Menteri Pekerjzan Umum Nomor
J0IPRTIMI2006 tentang Pedoman Teknis Fasiias dan Aksesibilitas pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung terbit dengan pertimbangan bahwa:

1. Setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama
untuk dapat mengakses dan menjalankan akiivitasnya dalam bangunan
gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri;

2. Setiap bangunan gedung umum harus menyediakan kelengkapan prasarana

dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan kemudahan
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bagi pengguna ga
3 n ) :
Pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di
dalam bangunan 9edung.

g n Ve sa (l

Persyaralan  Kemudah
a
N Bangunan Gedung, mempenimbangkan aspek

«ebutuhan dan kema
mpu
: PUan Penyandang Disabiltas, anak-anak, fanjut usia. dan
ibu hamil:

1. Kesetaraan pen
Penggunaan ruang, Desain bangunan gedung dan lingkungan

harus dapat diqu ;
gunakan oleh setiap penggunanya tanpa diskriminasi.

2. Keselamatan
dan keamanan bagi semua. Desain bangunan gedung dan
lingkunga ini ‘
gkungan harus meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan
bagi semua orang.
. Kemud
3 ahan akses tanpa hambatan, Desain bangunan gedung dan

lingkungan harus menjamin kemudahan akses ke, dari, dan di dalam
bangunan gedung yang bebas hambatan (barrier free) secara fisik dan non
fisik dan mudah dipahami terlepas dari tingkat pengalaman, pengetahuan,
keterampilan bahasa, atau konsentrasi pengguna

4. Kemudahan akses informasi. Desain bangunan gedung dan lingkungan harus
menjamin kemudahan akses informasi yang komunikatif bagi semua, terlepas
dari kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.

5. Kemandirian penggunaan ruang.Desain bangunan gedung dan lingkungan
harus memperhatikan beragam kemampuan penggunanya sehingga dapat
digunakan secara mandiri.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga

mengatur tentang infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas,

sebagaimana diatur pada Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan (2), Pasal 92, Pasal 93

ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 94 ayat (2)
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Pasal 90

Hak Aksosib)
as untuk ponyandang disabilitas metiputi hak:

0, mendapa i ik}
Patkan aksagibifitag uniuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

b. sesibilitas

mendapatkan akomodasi yang Layak sebagal pentuk ak
bagi individu.
Pasal 91
(1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan ol
memfasiitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasiltas umum
bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
(2) Fasiltas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. bangunan gedung;

b. jalan:

o

permukiman;
d. Ruang Terbuka Hijau; dan
e. Transportasi Publik.
Pasal 92
Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 91 harus  memenuhi  prinsip
kemudahan,keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan
kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan
fasilitas umum.

Pasal 93

(1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 meliputi aksesibiliias fisik dan aksesibilitas non fisik.
(2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, ruang
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terbuka hijal_l_

(3) Aksesibiit
a .
> hon fisik meliputi kemudahan dalam hal :

a. pelayanan informasi'dan
b. Pelayanan khusys

(4)

P z

b::j::n::n;::rmaSi sebagaimana dimaksud paca ayat (3) huruf @
358N melalui media yang sesuai dengan kondisi dan

ket?utuhan Para penyandang disabiitas dalem hal menggunakan

fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman,

Pertamanan dan permakaman.

(5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang
disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal
menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan,
permukiman, pertamanan dan permakaman.

Pasal 94 ayat (2)

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas

harus  dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas ~dengan

mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan
gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi CPNS

penyandang disabilitas tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 2016 teniang Penyandang Disabilitas maupun diberbagai peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan CPNS. Konsep/model mekanisme
pemenuhan untuxk jenis-jenis aksesibilitas dan akomodasi yang layak berdasarkan
cangan peraturan pemerintah tentang Unit

ragam disabilitas dapat dilihat pada ran

Layanan Disabilitas dalam Ketenagakerjaan.
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3

w

_ Disabilitas fisik antara |ajn:

a. ketersediaa il
n akSESIbllllaS untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam

bentuk : 1) bidang Miring; 2) lift

b. ruvang baaqj

sepanjan
Jang yang bersangkutan mengikuti semua tahapan pelaksanaan tes
CPNS.

©

ruan
9 pelaksanaan tes dalam ukuran yang memungkinkan pengguna

kursi roda dapat bergerak dengan kursi rodanya.

Disabilitas  intelektual, una

berupa ruang untuk melepas ketegangan 9

menghindari tantrum/ruang relaksasi

Disabilitas mental antara lain:

a. ruang untuk melepas ketegangan /ruang relaksasi
b. waktu tes yang yang fleksibel

¢. posisi duduk/lokasi kerja yang aman dan nyaman

d. Fleksibilitas tempat pelaksanaan tes CPNS

4 Disabilitas tuli dan tuli-wicara berupa penyediaan juru bahasa BISINDO
5. Disabilitas netra antara lain
a. Computer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca
layar/computer bicara.
b. Sistem informasi digital termasuk informasi data yang dapat diakses
dengan computer bicara.
¢ Bantuan orientasi tempat pelaksaaan tes CPNS.
d Penempatan stiker penanda pada alat-alat perlengkapan tes yang
menggunakan fasilitas layar sentuh.
e Jalur pemandu.
Secara teoritis pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak
memiliki dasar teori yang kuat. Teori yang dimaksud adalah teori Social-relational
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model. Sosial-

Relationgy
o Model adalan suatu bentuk teorl yang berusaha
menjembatani perdebatq

N antarg Model medis (medical model) dan model soslal

social model), diman . {
( 3 model ini Mempertimbangkan preposisi dari porspekti

medis-sosiologis (medical Sociology)

Teori model ' ,
medis (medicq model) melihat kecacatan sebagai akibal

ketidakberdayaan indivi
vidu untuk Melakukan aktivitas sehari-hari secara normal

ikarenakan kete st '
dik rbatasan kondisi fisik dan/atau kondisi mental. Teorl ini dilandas

ikiran kondisi disabii
pemi Isi disabilitag adalah keadaan dimana individu memiliki kekurangan

fisik, sepertl anggota tubuh atay Organ yang tidak berfungsi, serta atapun kondisi

mental yang tidak sehat. Selanjutnya, penggunaan terminologi cacat fisik, biologis,

maupun mental diasosiasikan dengan perspektif medical mode! (Oliver & Barnes,
2012).

Teori sosial atau social moge merupakan teori yang berseberangan
dengan pendekatan model medis dalam melihat isu disabilitas. Di Inggris,
pendekatan ini mulai muncul sejak diterbitkannya statement oleh organisasi
UPIAS (The Union of the Physically Impaired Against Segregation) yang
membedakan antara terminology cacat (impairment) dan disabilitas (disability).

It is society which disables physically impaired people. Disabilily is
something imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily
isolated and excluded from full participation in society. Disabled people are
therefore an oppressed group in society (UPIAS, 1976, h.3-4)

Definisi diatas menyebutkan bahwa yang menjadikan seseorang tidak
mampu menjalankan akfivitas sehari-harinya bukanlah kondisi fisik individu
tersebut, namun kondisi sosial di luar diri individu. Definisi ini menolak rasionalitas
biologis yang sebelumnya mendominasi diskursus tentang disabilitas. Pendekatan
sosial model melihat disabilitas sebagai suatu bentuk konstruksi sosial dan politik.

Fokus pendekatan ini melihat bahwa masyarakat melakukan opresi dan dianggap
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al dal
gagal dalam menegakkan Peémenuhan hak asasi penyandang disabilitas (Oliver,
1990).

; PR Perbandingan antara teori medical model versus teort
socel model masih terus berkembang meaiu diskursus disabitas (Haegele &
Hodge, 2009; Grue, 2011 Anastasiou & Kaufmann, 2013). Pada kenyataanny2.
xedua teori tersebut dihadapkan pada dilema dari dikotomi kedua teon tersebut.
Namun tidak ada satu tegyi model tunggal yang bisa menjelaskan kompleksitas
dari aspek-aspek disabiitas yang muligimensi. Baik medical maupun Social
model, telah memberikan kontribusinya masing-masing dalam konteks disabilitas
(Palmer & Harley, 2012). Bury (2000) mengemukakan bahwa disailitas tidak lain
disebabkan oleh keadaan impaimment yang dialami individu seperti sakit fisik.
faktor genetik, ataupun kecelakaan: sebaliknya, ia juga mendukung ide dimana
impairment disebabkan pula oleh elemen sosial dan kultural yang menghambat
aktivitas seseorang.

Reindal (2008) mengembangkan suatu bentuk model teoretis yang
untuk menjembatani celah yang terdapat dalam perdebatan teori medical model
versus social model, teori ini dinamakan social-relational model. Social relational
model bertujuan menghubungkan pengaruh antara kekurangan fisik dalam diri
individu impairment dan kondisi sosial, politik dan kultural yang menjadi bahasan
disabilitas sebagai suatu fenomena yang utuh dan tidak terkotak-kotak.

Hubungan interaksional antara medical model dan social model dapat
dilinat dari definisi ‘penyandang disabilitas’ dalam Undang-Undang No. 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas , yaitu:

“Penyandang  disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif
dengan warga negara Jainnya berdasarkan kesamaan hak™
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Pengquna

Junaan katg ., i

g Yang dalan dofinisi ini rmorupatan perghuung 3098

istilah impairmont/cagay dalam gip
iri

"y wracia O
Individu dan hambatan sosist yang A9 &

juar diri individy Muru}uk Pada isjjaf
¢ ¥

p— 1.
acal yang digunakan daam U, No

411997, definisi di aty
TS Memahami indiviau sebagal seseorang yang Menmi

keterbatasan fisik, inte
lektual menty) dan/atau sensoris yang bettandaskan (404
pandangan medica/ T i
nodel. Dj gigj lain, individu yang mermiliki keteroatasan fo¥
mengalami hambat - - - 2
an sosial (sogjg) model) yang juga menghalangi partisipasiiys

alam kehidu i
d Pan sosial dan pemenyhan hak-haknya sebagai warga negara.

6) Layanan Informasi dan Pengaduan

Hindang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tertng
Keterbukaan Informasi Pypjik mengatur bahwa hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan salah satu ciri penting negara demokrats
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggarazn
negara yang baik. Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas menjamin bahwa penyandang disabilitas berhak 2i2s
informasi yang mudah diakses. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 23 ayat
(5) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik *
Penyelenggara pelayanan berkewajiban menyediakan kepada masyarakat
secara terbuka dan mudah diakses”.

Keberadaan layanan informasi dan pengaduan dalam konteks
pelaksanaan perimaan CPNS bagi penyandang disabilitas merupakan aspek
penting kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabiitas. Pada pelaksanaan CPNS yang diselenggarakan
pemerintah provinsi Kalimantan selatan pada tahun 2018 yang lalu, fungsi
layanan informasi dan pengaduan belum efektif sehingga menyebabkan berbagai

persoalan terutama bagi pelamar CPNS penyandang disabilitas yang merasa

haknya dibatasi dan dilanggar oleh panitia penyelenggara penerimaan CPNS.
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Keberadaan layanan inf
Ormag;
dan py
: usal , .
strategis Untuk membeyicq,, info Pengadoan mermiiki fungst 7444
m

as| A -
»Menerima masukan, dan alay pengadus

Keberadaan Pengadyan

i alam  palaksanaan CPNG  yang
diselenggarakan Pemerinta I aan G /

Provingi Kalim

. antan - Selatan, sesungguinys
merupakan bentuk Mplementas; pinsi d
P day

merupakan salah saty pring; atanggap (responsivoness) §04

. — 'P tata kelola Peémerintahan yang baik. Daya tanggsy
(res.,f: S$S) menuruyt Penjelasan Paga| 4 UU Pelayanan Publik adalah suaty
kebijakan untuk membany dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat

kepada pelanggan, da L
b 9 N Penyampaian Informasi yang jelas. Hal ini juga tenmust
ada prinsp k dan | dj .
A RER diatas. Prinsip Daya Tanggap antara lain diatur juga melahs

Peraturan Presiden Nomor 7g Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik yang Merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 36 dan Pasal
37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yzng
mewajibkan penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan
dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
7) Pelibatan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Pakar dalam Perencanaan
Kebijakan Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas

Pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan
penyandang disabilitas, menurut Saharuddin Daming, secara spesifik berpangkal
dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari
kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun
hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan
bersemayam dalam diri para pejabat. Sebagai decision maker, mereka berpotensi
melahickan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan
mengimplementasikan ~ kebijakan, memang berangkat dari rendahnya

pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya,
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kebijakan yang lahi .
9 lahir peng, dengan nuangg diskriminas

apalis (Saharuddin Daming, 201
!

i, sinisme, apriof! hahkan
3)

Hal fersebu i
a G
lalbelﬂkd”ﬂ' 2 (dua) faktor, Portama, tidak dilibatkanny#

disabilitas yang me
6re i
Presentasikan komunitasnya secara proporsional dalam

penyusunan  kehiia
jakan Kedua, Bejym adanya komitmen pemerintah dan
pemerintah daera |
1 terutama Pengambil kebijakan di masing-masing instans

sesual  batas k
L eweﬂangannb"E yang sungguh,sungguhl menyeluruh' dan

herkesinambu :
ngan untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam menyusun

ebijakan (Naskah Akademik RUU-Penyandang Disabitas)

Kondisi tersebut juga terjadi pada pelaksanaan CPNS bagi penyandang
disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada
tahun 2018 yang lalu, sehingga kebijakan yang dibuat berkenaan dengan
perencanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas lahir penuh dengan
nuansa diskriminasi, sinisme, apriori, dan apatis. Ini tentu tidak sejalan dengan
kebijkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas bahkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.

Di Provinsi Kalimantan selatan terdapat berbagai organisasi penyandang
disabilititas, yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI),
Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan
Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI),
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Yayasan

Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN), Komite Paralympic Nasional

(National Paralympic Committee of Indonesia), Tuna Daksa Banua, dan Sentra

hdvokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda).
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Undang-Unga 7
N4 No. g Tahun 2018 tentang Penyandang Drsabitas
menjamin

*
ot T LA

Organisasi pe
iy - s = '
fAndang disabiftas tersebut memitivi kesems22? U7

kut sera seca :
I ra Proporsionz| dalam DoV druat
e 27

1 kebijakan y272

emerintah dan permeri
P Pemerintah dagrap, Tujuannya adaiah memastikan peia«s2naa”n

upaya penghormata ;

dizabilitas  unt
dis uK mengembangkan din serta mendayagunakan seluruh

kemampuan sesuai bakat gan, minat yang dimilikinya untuk menikmat., perperan

serta berkontribusij secara Optimal, aman, lefuasa, dan bermartabat dalam s2g2i2

aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Pasal 3).
Partisipasi organisas; Penyandang disauilitas dalam perumusan kebjakan

merupakan kekuatan utama dalam memacu perbaikan kuslitas peigksanaan

perimaaan CPNS  bagi Penyandang Disabiltas. Partisipasi organisasi

penyandang  disabilitas sebagai bagian dari masyarakat dalam perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam tata
kelola pemerinahan yang baik. Partisipasi menurut penjelasan Pasal 4 Undang-
Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah peningkatan peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut
maka partisipasi masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan,
diberikan kesempatan dan dikkutsertakan untuk berperan dalam preses-proses
birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau
kebijakan publik. Ditinjau dari perspektif pelayanan publik, partisipasi organisasi
penyandang disabilitas merupakan aspek strategis di dalam pengambilan
keputusan publik, karena partisipasi organisasi penyandang disabilitas
merupakan alat kontrol kebijakan-kebijakan pemerintahan agar sejalan dengan

kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas.

74

Dipindai dengan CamScanner



Selanjit
~eanjEnya hak O'ianing
: ] Peny;
ATy
in ‘),”n‘:

pemeriniah Republii (.
13

dalam  penyelenggary NG disabititay untuk botpartisipas

iMtahg

4 Ny
n ;
or 45 Tahliﬂ 2017 tantang Partisigas

Masyarakal  dalam Pen
arag

N Pemaring ipant
Masyarakat dalam pe rran Dasty Pusispn

Nyelan
99araan Pemerintahan o

: ; aers : salanjuinyd
disebul pamsrpaslmasya, aerah yang selanjulny

aka adalah Peran sertam

o ) asyarakat untuk menyalurkan
aspirasl, pemikiran, dap kepenlinga Y y
nnya o

alam penyelonggaraan pemerintahan
daerah (Pasal 1) yelengg pe

Pasal 2 menjam,
n
bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam

enyusunan kebijaka
Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:

a. konsultasi publik:

b. penyampaian aspirasi:

c. rapatdengar pendapat umum;

d. kunjungan kerja:

e. sosialisasi; dan/atau

f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (Pasal 3).
Orang perseorangan maupun organisasi masyarakat yang dapat ikut serta

dalam penyusunan kebijakan daerah harus memenuhi kriteria:

a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas:

b. latar belakang keilmuan/keahlian;

c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau

d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas (Pasal 6)
Peraturan pemerintah ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diatur pada Pasal 16

“Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup
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pAmEIRANan daerah” Yanan publik dalam penyelenggaraan
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A * n berb .
aQai
Slenty
rersedt, langkah Yang ha an  peraturan perundang-undangan

S diamk;
mbi| .
gelatan ke depan adalap de ®leh Pemerintah Provinsi Kalimantan

ngan meli
elibatk
proSes PerenCanaan kebijak an semua elemen masyarakat dalam

an penerim
a . -
terMmasuk organisasi penya 3N CPNS bagi penyandang disabilitas ,

ndang disapj)
abilitas g -
persoalan disabilitas, agar an pakar yang memahami isu dan

kEbi'ak .
Jakan yang dihasilkan sejalan dengan kebijakan

penghormatan, perlingy
4.3 Strategi Pelaksana::a: | dan. PRl penyandang disabilitas.
enerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas

Seluruh kebijakan yang berkenaan den i d
disabilitas akan bermuyl : b L e
disa 3 dari sebuah konsep dari pengambil kebijakan. Jika
KONSEP SESE0Tang tentang penyandang disabiltas memandang mereka hanya
sebagal individu yang Mmempunyai  kekurangan (disabililty/handicap), maka
kebijakan yang dikeluarkan tidak akan berpihak kepada penyandang disabilitas
yang hanya berkisar dari kebijakan rasa kasihan dan perlu disantuni sehingga
mereka mendapat perlakuan harus dipisahkan dari komunitas orang-orang pada
umumnya. Konsep negatif tentang penyandang disabilitas seharusnya mulai
direformasi seiring dengan kemajuan peradaban, kemajuan ilmu dan teknologi,
dan tuntutan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil dari beberapa kajian dan wawancara dari informan,
dihasilkan sebuah konsep tentang penyandang disabilitas antara lain:

1) Penyandang disabilitas memang mempunyai kekurangan/hambatan yang

disebabkan oleh disabilitasnya, namun mereka tetap mempunyai potensi

layaknya manusia pada umumnya.
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penyandang disabjjas bia o0l modalimode) sosial Hambatan

dihilﬂngk
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(aksesibilitas fisik r; % Peraturan, g maupun lingkungan sk
Misal st
" : "2 aksesibiltag gedung dan lingkungannya). Konsep
Ini sesuai dengan teor Socia/

ak orang dari berbagal keadnan

N potensinya melebihi darl orang-

a menyesuaikan dengan kondisi
penyandang disabilitas

tas :
Merupakan salah saty gari sebuah perbedaan seperli

halnya perbed T —
ya perbedaan warna kyiy, tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, warna
rambut. Perbedaan-perbedaan tersebut

iidak bisa dihindari oleh siapapun.
Seperti  halnya

keadaan disabilitas, tidak satupun orang yang

menginginkannya ata menghindarinya baik yang terjadi sejak dalam
kandungan, waktu dilahirkan, Maupun setelah dilahirkan, misalnya karena
kecelakaan. Semua Perbedaan tentunya memerlukan penyesuaian sesuai
dengan karakteristik masing-masing perbedaan. Hal ini sesuai dengan
pandangan/pendapat dari para penyandang disabilitas dan beberapa

informan ahli di bidang keilmuan penyandang disabilitas.

Konsep pemberian/terbukanya kesempatan bagi penyandang disabiitas

untuk ikut terlibat dalam seluruh aktifitas layaknya orang-orang pada

umumnya. Pemberian kesempatan merupakan awal seseorang untuk
berkembang. Para penyandang disabilitas juga memerlukan terbukanya
kesempatan layaknya orang-orang pada umumnya. Hasil wawancara dengan
para penyandang disabilitas yang sukses di bidang pekerjaan, menunjukkan

bahwa mereka sukses karena lingkungan memberikan kesempatan yang
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cukup. Berdasarkan ...
35 dan kendala s Al
: , erta permasalahan ¥
ditemukan di 'apangan‘ MK iy
Skan strat

Tabel 6. Strategi Pelaksanagp Penerj
i

No Permasalah K RAORNS bagi Penyandang Disabilitas
: an -
1. Terdapat perbedaan per;:1 dala Strategi__’;______,.._

: Si .
peraturan - peneri PSI terhadap — Melakukan penyamaan persepsi

Maan Cp
NS antar pemerintah pusat, pemerin:ah _

2_018_.khusu5nya bagi tahun
disabilitas oleh papitis PeNyandang  gaerah dan pihak terkait lainnya.

Provinsi Kalimantan se|atpemerintah
pemerintah  daerah A
Jakarta) serta

(Kemen PAN-RB).

egi (table 6) sebagai berikut -

gD
: ﬂﬂya DK
Pemerintah p[Ljsai

s Masih adan
2 pandang YE;ePrﬁ;%eaf:)aan konsep/ cara Membangun konsep  positf
disabilitas oleh berbaga _Penyandang terhadap penyandang disabilitas.
PRk, . Memberi  kesempatan/peluang
yang lebih  besar bagi
penyandang disabilitas untuk
menjadi CPNS

. Kurang sesuaj ; _
3 g Sesuainya antara formas; yang s Menyusun formasi penyandang

(;I(::gi‘;tzz dengan iatlar‘ .l_)elakang disabilitas berdasarkan

penyandang yang‘ dimikifi - oleh kebutuhan ~ daerah  dan

disebabkan oleh Lsab'"tas yang penyandang disabilitas
urangnya sumber o Melakukan penyusunan

!nfolrrrr:am s terbana terkait informasi perencanaan pelaksanaan
ldl{m i'l‘ dan _kgnd:m_ penyandang penerimaan CPNS bagi
d:"sa c;'tas(pe”d'd'kaﬂ‘ jenis disabilitas, penyandang disabilitas dengan

) dan waktu yang sangat pendek melibatkan komunitas

dalam mempersiapkan kegiatan dan i .
bilitas dan pihak
kurangnya pengalaman. panitia dalam penyandang disabilitas dan p

melaksanakan penerimaan CPNS bagi
penyandang disabilitas.

4, Prost_es perencanaan yang dilakukan Melakukan penyusunan perencanaan
panitia kurang partisipatif pelaksanaan penerimaan CPNS bagi
penyandang disabilitas dengan
melibatkan komunitas penyandang

disabilitas dan pihak

5. Tidak adanya SOP yang jelas pada Mengoptimalkan pelayanan bagi
proses pelaksanaan penerimaan CPNS  penyandang disabilitas
bagi penyandang disabilitas.

8. Tidak tersedianya akses yang terbuka Mengoptimalkan pelayanan bagi
untuk ruang informasi dan pengaduan penyandang disabilitas
terkait pelaksanaan penerimaan CPNS
oleh panitia.

Strategi tersebut di atas juga dapat dibagi menjadi beberapa alternatif

pelaksanaan terkait pemenuhan kuota 2 %, yaitu sebagai berikut :
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pel 7. Pengelompokan §
L Disabilitas t

Alternatif

usu

[ ]

rategi Pela
Sanaan Penerimaan CPNS bagi Penyandang

- Uralan

Situs  pendaftaran  harus
mendetaksi jenis disabilitas.
Memerlukan surat keterangan disabilitas

mampu

dari  dokter/psikolog/  pihak  ¥and
berwenang.
Afirmasi  tetap  diberlakukan bagi

pendaftar disabilitas.

Para penyandang disabilitas bersaing
sesama penyandang disabilitas walaupun
berbeda latar belakang dan jabatan
pgkerjaan yang dipilih, :
Sistem seleksi diambil yang terbaik darl
jumiah pendaftar dengan kuota yang telah
ditentukan  walaupun  penyandang
disabilitas tersebar di berbagai instansi.
Regulasi ini harus dimumkan secard
terbuka agar tidak menimbulkan gugatan
bagi pendaftar umum (non disabilitas)-

~Alternatif Il

Membuat formasi
khusus bagi
penyandang disabilitas
(seperti yang telah
dilaksanakan pada
tahun 2018)

B

Memerlukan data yang akurat tentand
kualifikasi  pendidikan penyandang
disabilitas.

Setiap SKPD wajib mengusulakan
formasi bagi penyandang disabilitas
Memerlukan keterlibatan dari berbagai
pihak untuk menentukan formasi jabatan
maupun kriteria kelulusan.

Penyandang disabilitas tetap
diperbolehkan untuk ikut formasi umum.
Situs pendaftaran umum tetap bisa
mendeteksi pendaftar disabilitas.
Kriteria kelulusan/passing
disamakan dengan formasi umum
Calon pendaftar disabilitas tetap
mendapatkan afirmasi/bantuan
pelaksanaan mulai dari mendaftar, tes
dan proses selanjutnya.

grade

Alternatif lll

Memilih salah satu dari
alternatif yang
disebutkan di  atas
(alternative | atau Il) dan

ditambahkan  dengan
membuat formasi
tunggal bagi

penyandang disabilitas
intelektual (tunagrahita,
slow learner, dan ganda
intelektual).

Pelaksanaan dilakukan berdasarkan
ketentuan pada alternatif | atau Il.

Tes tidak terlalu dibebani tes akademik
(perlu ada penurunan tingkat kesulitan).
Kualifikasi pendidikan sebaiknya minial
SMAJSLTA sederajat.
Jabatan  pekerjaan
pekerjaan teknis

lebih  kepada
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BAB v
S|
MPULAN DAN REKOMENDAS)

y Simpulan

simpulan dari kajian inj agajqp sebagai berik
I berikut ;

pelaksanaan  penerimaan
1 CPNS  tahyp 2018 di Pemerintah Provinsi

alimantan Selatan pada |
K Pada umumnya berjajan dengan baik, hanya saja terdapat

Hd erma i
beberapa  permasalahan terkait penerimaan GPNS bagi penyandang

disabiitas yang menyebabkan Pelaksanaan CPNS untuk formasi penyandang
disabiltas belum  sepenuhnya  sesya dengan kebijakan penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas.

2. Penerimaan CPNS bagi penyandang disabiltas yang diselenggarakan oleh
pemerintah provinsi Kalimantan selatan belum sepenuhnya sesuai dengan
kebjakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas sebagaimana yang diatur diberbagai peraturan perundang-
undangan, yakni: UUD 1945, UU No. 19/ 2011 tentang pengesahan CRPD,
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 5/2014 tentang
ASN, UU No.39/ 1999 tentang HAM, UU No. 28 / 2002 tentang Bangunan
Gedung. UU No.25/2009 tentang Pelayanan 80ublic, UU No. 14 /2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

3. Strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas agar
sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas dilakukan melalui : 1) Melakukan penyamaan persepsi
antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2)
Membangun konsep positif terhadap penyandang disabilitas, 3) Memberi
kesempatan/peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk

menjadi CPNS, 4) Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan
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kebutuhan dasrah dagp o,
Pehyandang disabiltas, %) Melakukan penyusunan

yarencanaan pelakean: .
f han 1_If1!’ml|ll’ml1|-' GING big I’l"f'lY“”‘-'-m”ﬂ dmnbimﬂg

dengan melibatkan k .
OMunitag Ponyandang disabilitas dan pihak terkalt, 6)

Mengoptimalkan polayanan bag) ponyandang disabilitas
i,

5.3 Rekomeondasi

Pemerintah - Kalimantan ¢
tan - Selatan  fahun 2018 lelah melaksanakan

penurimaun CPNS bagi penyandang disabilitag, yang mana dalam pelaksanaanya
Jilakukan berdasarkan Peraturan Monter| Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 36 tahun 2018 tentang Kriteria
penetapan Kebutuhan Pegawal Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon
pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Peraturan No, 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan penerimaan CPNS
lersebut pada dasarnya dilakukan untuk mengakomodir penyadang disabilitas
sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya, sekaligus sebagai wujud
penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam
memperoleh pekerjaan yang layak.

Perbedaan persepsi terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku
mungkin saja terjadi pada beberapa kasus di pemerintahan yang menyebabkan
perbedaan dalam pengimplementasian di lapangan. Begitu pula di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan, dimana terdapat perbedaan persepsi antara formasi
umum dan khusus penyandang disabilitas. Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi
penyandang disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalsel hanya mengkhususkan
penerimaan penyandang disabilitas pada formasi khusus saja dan tidak pada
formasi umum. Padahal di beberapa daerah, seperti misalnya di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, selain menyediakan formasi khusus, penyandang disabilitas

juga diperbolehkan untuk melamar pada formasi umum dengan tetap mengikuti
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agar lidak terjadi

yandang disabilitas

Seluruh pihak terkait baik : .
" baikitu dari Pemerintah, akademisi, swasta, maupun

gyarakat perlu memban
masy gunkonsep yang positf terhadap penyadang disabilitas

sgar mereka tidak dipandang hanya sebagai individu yang me

yekurangan (dfsab:’h'ﬂyﬂ*:andicap)_

mpunyai
Patut dikasihani dan disantuni, tetapi sebagai

indiviut yang MEMPUnYai potensi layaknya manusia pada umumnya. Oleh karena
itu perlu dilakukan sosialisasi dan advokas; terkait konsep/cara pandang positif
terhadap penyandang disabiltas dan melibatkan secara aktif komunitas
penyandang disabilitas dalam setiap perencanaan dan kegiatan pemerintahan.
Penyusunan formasi penyandang disabilitas perlu dilakukan berdasarkan
kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas. Berdasarkan kebutuhan daerah
maksudnya formasi ini benar-benar dibutuhkan dan mengacu pada pemenuhan
kuota 2% yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah bagi penyandang
disabilitas berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan database PNS penyandang disabilitas
lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah ada, sehingga bisa
lebih proporsiona! dalam menentukan kuota formasi penerimaan penyandang
disabilitas setiap tahunnya (setiap penerimaan CPNS). Agar formasi yang dibuat
sesuai dengan kebutuhan atau ketersediaan |ulusan penyandang disabilitas maka
perlu dilakukan penyusunan data penyandang disabilitas yang ada di Kalimantan
Selatan dilengkapi dengan data kualifikasi pendidikan penyandang disabilitas.
Untuk memudahkan penyusunan formasi setiap SKPD juga wajib berkontribusi

untuk menyusun kebutuhan pegawai penyandang disabilitas di instansi masing-
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§ n me
asind nausulkanny,

€nyusun

. )

enefimaan e Sl pe“)’andang g N Pperencanaan pelaksanaan
isabil;

n

" yaﬂdaﬂg disabilitas gan

i a
erkesesuaian dengan kebutuhan gy, 9ar dalam  pelaksanaanny?
' ISKrimj

nyandand disabilitas. natif dan mengakomodir hak-hak
e

pemberian kesempatan ata, Peluang bag;
menjadi CPNS merupakan bagian dari tindakg 9 penyémang disabilitas U”t“k'
: N afirmatif. Salah satu wujud dan
indakan afimatif tersebut, yaity dengay hil
i R ghilangkan persyaratan tambahan
yand | 9 disabilitas yntyk melamar CPNS, dan mendesain
Lonsep atau snstemﬁlaln dalam hg Penilaian, misalnya mengganti sistemnya
menjadi sistem penilaian rangking. Konsep tindakan afirmatif tersebut perlu
direncanakan dgengan melibatkan sektor terkait.

Tahapan perencanaan dapat direalisasikan dengan pelaksanaan yangd
optimal dan terstruktur. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelayanan bagi
penyandang disabilitas yang didukung dengan SOP. Adanya SOP akan
mempermudah pihak penyelenggara dan peserta, dan menghindari atau
mengurangi adanya kesalahan administratif dan tindakan diskriminatif yang
melanggar HAM. SOP tersebut perlu didukung dengan sumberdaya yang teriatin
dan kompeten dalam memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.
Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pada pelayanan khusus penyandang
disabilitas dapat dilakukan diskusi yang melibatkan lintas sektor, yaitu komunitas
penyandang disabilitas, dinas terkait, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Hal-hal
yang terkait pelayanan khusus terhadap disabilitas, misalnya dengan
menyediakan penterjemah bahasa isyarat. Optimalisasi pelayanan juga dapat

dilakukan dengan membentuk unit khusus untuk menangani pengaduan terkait

formasi disabilitas.
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7abel 8. Matriks Rekomendag; Hasi| Penelitia
n

Strategi ——
. ! Rako‘“endam“‘“""-—-—-‘- .
felakukan penyamaan

© ersepsi antar
emerintah pusat,
emerintah daerah dan
pihak terkait lainnya

2 Membangun konsep
" posiif terhadap
penyandang disabilitas

3. Menyusun formasi
penyandang disabilitas
berdasarkan kebutuhan
daerah dan penyandang
disabilitas

4. Melakukan penyusunan
perencanaan
pelaksanaan
penerimaan CPNS bagi
penyandang disabilitas
dengan melibatkan
komunitas penyandang
disabilitas dan pihak

._.-__-m-—-__-‘—"'"‘"“--m..._
Melakukan koordinasi yang

|r=:]ensif dquarl berbagal
pihak _terkalt pelaksanaan
P€nerimaan CPNg bagi
Pényandang disabilitas

1. Sosialisasi dan advokasi
kon;gpfcara pandang
POSItif terhadap
Penyandang disabilitas

2. Meilbagkan secara aklif
k-_:)rnu_mtas penyandang
disabilitas dalam
Perencanaan dan kegiatan
pemerintahan

1. Melakukan penyusunan
database PNS
penyandang disabilitas
lingkup Pemerintah
Provinsi Kalimantan
Selatan yang sudah ada,

2. Melakukan penyusunan
data penyandang
disabilitas yang ada di
Kalimantan Selatan
dilengkapi dengan data
kualifikasi pendidikan

3. Menyusun perencanaan
pemenuhan kuota 2%
sesuai UU No. 8 Tahun
2016, dengan cara
memproposionalkan
kuota formasi
penerimaan penyandang
disabilitas setiap tahun
(setiap penerimaan
CPNS)

4. Setiap OPD wajib
mengusulkan formasi
untuk penyandang
disabilitas

1. Membuat forum diskusi
yang melibatkan
komunitas penyandang
disabilitas dan sektor
terkait lainnya

2. Membentuk tim khusus
lintas sektor untuk
merumuskan
penyusunan formasi

penerimaan CPNS agar

~ Plhak Torkait

BKD Provingi, BKN, Kemon

PAN-RB, biro organisasi, biro
hokum, seluruh instans! di
lingkup Pemprov. Kalsel

Dinas Soslal Provinsi Dinas
Peiberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Dinas
Pendidikan, seluruh Instans| di
lingkup Pemprov. Kalsel
Komunitas penyandang
disabllitas,
akademisilperguruan tinggl,
tokoh masyarakat,

BKD Provinsi, seluruh instansi
di lingkup Pemprov. Kalsel,
biro organisasi,

BKD Provinsi, dinas sosial,
Badan Pusat Statistik

BKD Provinsi, biro organisasi

BKD Provinsi, biro organisasi,
seluruh instansi di lingkup
Pemprov

BKD Provinsi, biro organisasi,
seluruh instansi di lingkup
Pemprov. Kalsel,
organisasi/komunitas
penyandang disabilitas
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jomberi
kp,smm)alanlpeluang
«ang lebih besar b?_g'l
yenyandang disabilitas
untuk menjadi CPNS

6. Mengoptimalkan
* pelayanan bagi
penyandang disabiiitas

Sesuai dengan
kehijakan Pengormalan
perlindungan, dan |
Pemenuhan hak
Penyandang disabilitas

Memperbolahkan
penyandang disabilitas
dapat melamar pada
formasi umum dengan
mengikuti ketentuan dan
Persyaratan yang berlaku
pada formasi umum
Menghilangkan
persyaratan tambahan
pada formasi khusus
penyandang disabilitas
Mencari alternatif sistem
lain agar terpenuhi kuota
1%, misalnya dengan
sistem rangking

Menyusun SOP
pelayanan bagi calon
pelamar penyandang
disabilitas

Menempatkan SDM yang
kompeten pada proses
verifikasi calon pelamar
disabilitas

Dibentuk panitia khusus
yang menangani
disabilitas, termasuk
penterjemah bahasa
isyarat

Dibentuk unit khusus
yang menangani
pengaduan untuk formasi
disabilitas

Melakukan koordinasi

dengan pihak terkait agar

penyelenggaraan
penerimaan CPNS lebih
akses (aksesibilitas fisik
dan non fisik) bagi
penyandang disabilitas

BKD Provinsi dan Biro
Organisasi

BKD Provinsi dan Biro
Organisasi

Panitia seleksi nasional
(Panselnas)

BKD Provinsi, BKN,
Komunitas penyandang
disabilitas
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